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ABSTRAK

Nama : Indra Wiguna ( NPM : 0906583320 )

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Sistem Penjaminan Barang Secara Gadfara Sistem Gadai
Konvensional dan Sistem Gadai Syari’ah (Rahn)

Isi : Pegadaian merupakan alternatif yang tepati bagsyarakat yang
membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana ddpsm tidak memerlukan
prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau m@mi dana di Bank. Ada
dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konveatidan gadai syari’ah.
Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai'ay (rahn) dengan
sistem penjaminan barang menurut gadai konven$lorBdhgaimana cara
pemerintah mensosialisasikan keberadaan pegadajan’ak itu sendiri?
Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digaddé&am hal terjadi pinjaman
tidak terbayar atau macet? Penulis meneliti masatatsebut dengan
menggunakan bentuk penelitian hukum normatif ateepuktakaan, tipe
penelitiannya deskriptif dari data sekunder yariguelipulkan dengan cara studi
pustaka atau dokumen dan didukung dengan datadipagleh dari wawancara
dengan beberapa narasumber sebagai bahan pele#dm.perkembangannya
gadai syari'ah dan gadai konvensional memiliki pgraan dan perbedaan. Gadai
konvensional dan gadai syari’ah pada prinsipnyaasamulai dari pemberian
Jaminan, pelunasan dan lelang barang gadai. Paheg@ang mendasar adalah
terletak pada akad yang terdapat pada kedua pegadairsebut, gadai
konvensional hanya memiliki satu akad yaitu akagamn meminjam atau gadai,
sedangkan akad dalam pegadaian syari’ah ada ada,akad rahn, ijaroh dan Al
Qardh. Bunga di pegadaian konvensional dihitungddmearkan besar nilai
pinjaman sedangkan pada gadai syari’ah ijarohuhigitberdasarkan nilai barang
jaminan, perhitungan hari yang berbeda, kalau dagaian konvensional per 15
hari, sedangkan di pegadaian syari’ah per 10 lmarindonesia belum banyak
masyarakat yang mengenal pegadaian syari'ah, aeén& itu perlu dilakukan
sosialisasi oleh berbagai pihak baik dari sisi @duknengenai pegadaian syari’ah
itu sendiri maupun lebih memperbanyak lagi jumlaibang perum pegadaian
syari'ah. Keberadaan pegadaian syari’ah dinilaihl@benguntungkan masyarakat
kecil dengan biaya yang rendah. Lelang merupakatusmekanisme parate
eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menutkurhyerdata maupun gadai
menurut syari‘ah islam. Hal ini didasarkan atastipgrzangan bahwa lelang
dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melaluigsggng berbelit-belit.

Kata Kunci : Sistem Penjaminan Barang
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ABSTRACT

Name : Indra Wiguna ( NPM : 0906583320 )

Study Program : Master of Notary

Title : Guarantee System of Goods by Pawning Batw@enventional Pawn and
Islamic (Rahn)

Contents : Pawning is a right solution for commymitho need a loan quickly,
because in pawning system needn’t a complicatecedwoe as in Bank. There are
two types of pawn in Indonesia which is conventlosad Islamic pawn. How
does these two systems differ and work? How doegtivernment socialize the
law of islamcic pawn itself? How to executed th@d® which are pawned if non
performing loan happened? The author investigdtes tbpic by the basis of
normative law, type of research is descriptive vattsecond data gained from
literature study, and supported by interviews watmumber of trusted sources.
These two pawn have similarity and differences.yThave the same pricipal,
from the use of items as guarantee, the paymentrenaduction of the goods. The
basis difference situated on the contracts. Comwealt pawn have only one
contract which is ‘pinjammeminjam’ contract or pawvhile there are 2 contracts
in Islamic pawn which is “rahn” contract and “ij@ocontract. In Islamic Bank,
there are 3 contracts which is “Qardh” contracghfi” contract, and “ijaroh”
contract. The interest rate in conventional pawbdsed on the size of the loan
and on the other hand, the rate in Islamic pawardh” is valued from item used
as the guarantee. The count of days is also diftefiée conventional pawn has a
time cycle of 15 days, while Islamic pawn has aetigycle of 10 days. In
indonesia, a large chunck of the community stilimaware of the Islamic pawn.
Therefore, the government should increase the nurmbéranches of Islamic
pawn or have to socialize by various parties incatiue side so that the
community will be more aware of their existencyistwill help the lower income
group of the community in making safe loan withedinterest rate. Auction is a
executed mechanism which is used in conventiongllglamic pawn. It is based
on consideration that auction was assume easiegpeh, and needn't through a
complicated processing.

Key Words : Guarantee System of Goods
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BAB |
PENDAHULUAN

11 LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikargaeih yang besar
terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi bangsa éstgnbaik dalam bentuk
perusahaan maupun perorangan. Banyak perusahaag galung tikar,
banyaknya pengangguran dan banyak pula permasatakai yang timbul pada
saat itu. Untuk menghadapi perubahan kegiatan ekontersebut, baik
perusahaan maupun perorangan memerlukan dana omolulai bisnis yang
baru atau memperbaiki perekonomiannya. Untuk meatdap dana, perusahaan
atau perorangan, dapat mengandalkan kemampuarsishaqang dimiliki atau
meminjam dengan pihak lain. Pihak lain yang dapambantu perusahaan atau
perorangan untuk mendapatkan dana adalah bank. grada saat terjadi krisis
ekonomi, banyak pula bank-bank yang mendapatkanasmtbari perubahan
tersebut. Selain itu, meminjam uang di bank mentik&no persyaratan dan
prosedur yang rumit yang harus dipenuhi oleh siipgm dana. Hal ini tentunya
menyulitkan bagi masyarakat.

Adanya kenyataan tersebut, dan bila dibandingkamyate kondisi dunia
perbankan dengan berbagai masalah yang ada, terute®alah ketidakstabilan
sistem keuangan dunia maupun di negara Indondadak tipungkiri bahwa
perbankan tidak dapat diharapkan secara penuh rakampu membantu upaya
pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan abblembaga lain yang
mampu memberi pinjaman uang seperti bank, namwsifaéestabil dan bersedia
memberikan bunga yang rendah bagi pinjaman yaneriddn. Lembaga yang
memenuhi kriteria tersebut adalah lembaga pegadBegadaian yang resmi di
Indonesia adalah pegadaian yang dijalankan olemppegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pertamasddah ada sejak
lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakahésia. Apalagi di kota-kota
besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun, bammyakg yang merasa malu
untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal me&nunjukkan bahwa

pegadaian sangat identik dengan kesusahan ataugkesaan bagi seseorang
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yang melakukan transaksi gadai. Namun, belakangapegadaian mulai tampil
dan membangun citra baru melalui berbagai medimasuk media televisi,
dengan moto barunya, “menyelesaikan Masalah Targsabdh.*

Pegadaian sebagai penyalur dana pinjaman kepadgarakat mulai
melakukan pengembangan pelayanan usaha sesuainderaasud dan tujuan
sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah non®ortabiin 2000 tentang
Perum Pegadaian pada pasal 7 huruf a dan b, yaitu:

Pasal 7 huruf a, berbunyi: “Turut meningkatkan fag#eraan masyarakat
terutama golongan menengah kebawah melalui pergredian atas dasar hukum
gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berki@saketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pashurdf b, berbunyi:
“Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, prakie& dan pinjaman tidak
wajar lainnya.?

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank, areddkian
kegiatannya atas dasar hukum gadai. Pengertian dediar dalam buku ke tiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutig@but KUHPER) pasal
1150, yang berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang uteng atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya olehngeberutang atau
oleh seorang lain atas namanya, dan yang membéekédarasaan kepada
si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan daramg tersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang laindgagan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yelady dikeluarkan

untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadalkaya-biaya mana
harus didahulukah.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin sagtuan. Memang suatu
hutang atau kredit diberikan terutama atas dastmgrimas atau kepribadian

debitur, yaitu kepribadian yang memberikan rasacgpex dalam diri kreditur,

! Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Cetakan ke-1, Edisi ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika
2008), hal. 9.

2 Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N&@©0). Pasal 7 huruf a dan b.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh
Subekti dan R. Tjitrosudibio , (Jakarta : Pradngaaimita, 2004)pasal 1150
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bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasamgoya dengan baik, yang
dengan demikian itu sesuai dengan asal kata ket tidak lain berarti
kepercayaafi.

Gadai sebagai hak jaminan kebendaan berupa bendgerdle baik
berwujud maupun tidak berwujud didasari oleh pgigan Sesuai dengan pasal
1150 ayat 1 KUHPER dinyatakan bahwa benda jamiremshdilepaskan dari
kekuasaan Debitur. Dengan demikian penyerahan nydtabeziteling”)
merupakan unsur sahnya gadai. Suatu perjanjiaraladalatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimamaaodang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal.

Untuk memperoleh suatu pinjaman, peminjam harus lmeeikan jaminan
atas pinjaman utangnya, hal itu dimaksudkan untakberikan kepastian hukum
bagi pegadaian bahwa uang yang dipinjam suatuakaat dikembalikan. Benda-
benda yang dapat dijaminkan untuk memperoleh piajamelalui pegadaian
antara lain: emas, barang elektronik, sampai katapi menggadaikan barang di
pegadaian konvensional memerlukan biaya yang cokspr dan antriannya pun
panjang. Selain itu, bunga yang ditarik oleh pegad&onvensional lebih besar,
dengan kata lain keuntungan yang diambil oleh paigadkonvensional lebih
besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan semaid@unya
perkembangan zaman, serta maraknya aspirasi dagawaasyarakat Islam di
berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hugiam dalam berbagai
aspek termasuk dalam hal gadai, maka diperlukatu fistem pegadaian yang
berbasis syari’ah. Selain itu, Undang-Undang NorhOrtahun 1998 tentang
perbankan memberi peluang untuk ditetapkan prakigkekonomian sesuai
syari'‘ah dibawah perlindungan hukum positif, makedaj tidak hanya berupa

gadai konvensional tetapi juga gadai syari’ah.

* J SatrioHukum jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,
2002), hal. 87.

® SubektiHukum Perjanjian, Cet. ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.
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Saat ini, hampir semua sektor keuangan dan pasdalrkimi bersentuhan
dengan nama syari'ah, antara lain perbankan sharpasar modal syari'ah,
obligasi syari'ah, dan kartu kredit syari’ah.

Pegadaian mengembangkan produknya berupa pegasimsirah yang
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pegaddionvensional.
Pegadaian syari'ah diharapkan dapat menggalakatunpenhan Usaha Kecil
Menengah (UKM) dan memberikan pembiayaan jangkadglendengan
keuntungan yang relatif sedikit rendah dan untukghendarkan masyarakat dari
praktek riba dan pinjaman tak wajar.

Gadai syari’ah (rahn) dalam hal ini adalah mendtaang jaminan yang
bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagamjnan atas pinjaman yang
diterimanya, dan barang yang diterima tersebutilaeekonomis, sehingga pihak
yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untukgaur@bil kembali seluruh
atau sebagian utangnya dari barang gadai dimak#iadyihak yang mengadaikan
tidak dapat membayar utang pada waktu yang tetahtdkan’

Hal ini tampak bahwa gadai syari'ah merupakan pgga antara
seseorang untuk menyerahkan harta bendanya bemgs/perhiasan/kendaraan
dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan danégunan kepada seseorang
dan/atau kepada pegadaian syari’ah berdasarkamhg&dai syari’ah; sedangkan
pihak pegadaian syari’ah menyerahkan uang sebagda tterima maksimal 90%
dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkieh @enggaddl. Perjanjian
gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangaat Bukti Gadai, dengan
demikian, tampak bahwa fungsi dari akad perjangatara pihak peminjam
dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untukb@ekan ketenangan
bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uamgy \dipinjamkan. Oleh
karena itu, pada prinsipnya rahn merupakan suagiates utang piutang yang
murni berfungsi sosial, sehingga dapat dikatakanupakan akad tabarru’ atau
akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

® Anonim, “Fatwa-Fatwa Ekonomi SyariaH,egal Review Nomor 53/TH 1V/2007, hal.
2.

" Zainuddin Ali,Op.Cit., hal. 3.

® lbid., hal. 3.
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Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasamhioiagi berdirinya
pegadaian konvensional adalah Peraturan Pemeritahor 103 tahun 2000
pasal 7 huruf b dan pasal 8 huruf b, yang pelaksayadiatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah mkem@rsamaan dan
perbedaan. Perbedaan yang mendasar dari keduaammsyath adalah jika
didalam pegadaian konvensional tunduk pada hukumatbasedangkan di
pegadaian syari'ah tunduk pada hukum Islam, sefaibanyak pula perbedaan-
perbedaan yang lain dari kedua pegadaian tersdterisamaan dari kedua
pegadaian tersebut terkait dengan masalah lelaeduapegadaian tersebut akan
melelang barang yang digadaikan apabila si perbditang tidak dapat menebus
barang yang akan mereka gadaikan. Tetapi, hal eningkali menimbulkan
masalah apabila surat pemberitahuan lelang damdaégn yang bersangkutan
tidak sampai ke tangan si pemilik barang, sedangkgremilik barang sendiri
lupa akan jatuh tempo pembayaran barang yang mgeskakan.

Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yaal treengetahui
adanya pegadaian syari'ah, mereka hanya mengetatlanya pegadaian
konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnysiadisasi dari pemerintah
akan keberadaan pegadaian syari’ah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertantuku meneliti dan
menulisnya dalam bentuk tesis yang berjudul “SISTEMENJAMINAN
BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL
DAN SISTEM GADAI SYARI'AH (RAHN)”.

1.2 PERMASALAHAN
Mengacu pada latar belakang tersebut diatas, yanrgaci permasalahan
dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai’ay (rahn)
dengan sistem penjaminan barang menurut gadai keioreal?
2. Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digadai&am hal terjadi

pinjaman tidak terbayar atau macet?
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1.3  TUJUAN PENELITIAN
1.3.1 Tujuan penelitian
Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistenarpérgn
barang gadai berdasarkan gadai syari'ah (Rahn) slatem
penjaminan barang gadai berdasarkan hukum baratlai(ga
konvensional).
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian iaiau
a. Kegunaan teoritis: penelitian ini diharapkangbea untuk
pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum
jJaminan kebendaan mengenai gadai berdasarkan higtam

(rahn/Gadai syari'ah) dan berdasarkan hukum bagata|

konvensional).

b. Kegunaan Praktis:

1. Bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui dan memaha
sistem penjaminan barang berdasarkan hukum Islam
(rahn/gadai  syari'ah) dan hukum barat (gadai
konvensional).

2. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan dapat meméerik
informasi dan menambah pengetahuan di bidang hukum
jaminan khususnya mengenai gadai berdasarkan hukum
Islam (Rahn/gadai syari’ah) dan gadai berdasarkeurn
barat (gadai konvensional).

3. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dapanberikan
sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada
umumnya dan khususnya hukum jaminan kebendaan guna
perkembangan sistem gadai syari'ah dan sistem gadai

konvensional.
1.4 METODE PENELITIAN

Dengan melihat perumusan masalah dan tujuan $eganaan dari

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bemgeakelitian yang digunakan
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adalah penelitian hukum normatif atau kepustakagaitu penulis akan

menggunakan bahan yang berasal dari bahan-bahtakpysng telah ada untuk

membahas dan menganalisis permasalahan hukum.pEpaitian ini bersifat
deskriptif analisis yang berarti penelitian ternadauatu permasalahan dengan
menganalisis dan menyajikan fakta secara sisteragtk lebih mudah dipahami
dan disimpulkah

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini p@ata sekunder, yaitu
data yang diperoleh langsung melalui penelusurarpustakaan atau
dokumentasf. Adapun bahan hukum yang dipakai berupa :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersift@ma dan
mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-ugdan Republik
Indonesia, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perddtadang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undadgsfdy Nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Peafefid 103 tahun
2000 tentang perum pegadaian, Fatwa Dewan SyaXagional Nomor
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Nomor 26/DSNJMII/2002
tentang Rahn Emas.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mémbgrenjelasan
dan bersifat melengkapi bahan-bahan hukum prima&naB-bahan hukum
sekunder ini antara lain: buku-buku serta data-dkta internet yang
berhubungan dengan hukum jaminan, hukum gadai,rhydarjanjian, dan
hukum gadai syari’ah.

(- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang mekarerpetunjuk
pengertian, pemahaman, maupun penjelasan-penjetagaadap bahan
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukamus bahasa
Indonesia dan ensiklopedi hukum.

Tetapi, penelitian ini juga menggunakan data yapgrdleh dari lapangan
berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi selba@i@n pelengkap. Hal ini

°® M. SyamsudinQperasionalisas Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2007), hal. 100.

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudpenelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1985), hal. 12.
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dilakukan dengan mengadakan wawancara secara tapgigngan para pihak
yang terkait.

Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara stiglaka atau dokumen,
dan didukung dengan data yang diperoleh dari laggangebagai bahan
pelengkap".

Sedangkan dalam pengolahan data, penulis akan mgamggasikan data secara
rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.

Adapun Metode analisis data yang digunakan yaitalitatif yang
bertujuan untuk menghasilkan data sesuai denganyapg dinyatakan oleh
responden secara lisan ataupun tertulis, sertak umingerti atau memahami
gejala yang ditelit?.

Dalam menganalisis dan mengkonstruksi data, perakan menganalisis
fakta-fakta yang relevan dengan norma hukum ya#ogdn mengidentifikasi

fakta-fakta hukum melalui pendekatan kualitatif giem menyebutkan hasil.

15 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini disajikan telebih dahdkngan tujuan untuk
memberikan gambaran secara garis besar tentangyapa akan penulis
kemukakan dalam setiap bab. Sistematika penulsatendiri dari 3 (tiga) bab,
yaitu Bab Pertama akan diuraikan mengenai lataakbelg permasalahan,
permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, ¢leaalkonseptual, metode
penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab Kedua terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Isaib pertama akan
diuraikan tentang tinjauan teoritis tentang pengergadai baik secara umum,
gadai dalam perbankan syari'ah maupun gadai sparidasar hukum gadai
konvensional dan syari’ah, bentuk perjanjian galdak dan kewajiban pemegang
gadai, syarat-syarat gadai syari’ah, dan prinsipsgy yang harus diperhatikan
dalam akad rahn. Sub bab kedua akan diuraikan sseaamum data hasil

penelitian. Data yang diuraikan adalah hasil penglhn lapangan penjaminan

M. SyamsudinQp. Cit., hal. 99

12 Soerjono SoekantdPengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia
Press, 1986), hal. 32.
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barang gadai menurut hukum Islam (rahn) dan gadavdnsional menurut
hukum barat, serta hasil wawancara yang dilakukenuls dengan para
narasumber. Dalam sub bab ketiga akan diuraikangemen hal yang menjadi
permasalahan dari penelitian ini yaitu penjaminarabg gadai menurut hukum
Islam (rahn) dan gadai konvensional menurut hulkaratb
Bab Ketiga merupakan penutup, yang terdiri dariirkpalan yang

merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkfpdraditian dan andlisis,
serta saran yang merupakan solusi alternatif aeasidda yang masih terjadi di

dalam masyarakat.
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BAB Il
SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM
GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI'’AH (RAHN)

2.1  Sistem Penjaminan Barang
2.1.1 Gadai Menurut Hukum Perdata

Dasar Hukum

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturannpeng-undangan,

diantaranyd?

a. Pasal 1150 KUHPER sampai dengan Pasal 1160 IBYkiHPER;

b. Artikel 1196 vv, titel 19 Buku Il NBW;

¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pearb&mdang-
Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perbankan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tenfegibahan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentangis&eaan
Jawatan Pegadaian; dan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tgnRerusahaan
Umum (Perum) Pegadaian.

Syarat-Syarat Pemberian Gadai

Pasal 1320 KUHPER mengatur mengenai sSyarat sahmeymnpan.

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan engyarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang tak terlarang.

Syarat tersebut diatas dibagi lagi menjadi syanéiyesktif dan obyektif,

antara lair*

a. Pemenuhan Syarat Subyektif Pemberian Gadai

13 salim Hs,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), hal. 35.

" Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajajak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek, Cet. ke-2,
Edisi ke-1, (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 74.
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Sebagaimana dilihat dari rumusan Pasal 1320 KUHP&Ryat
subyektif sahnya perjanjian dapat dibedakan kendaaa hal pokok,
yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dir
Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendalatdwalebih
pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk
dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, maEngaat
pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajibatok u
melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut

Gadai adalah suatu perjanjian rill, oleh karena,
sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadaeridirs, gadai
hanya ada, manakala benda yang akan digadaikara destia telah
dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

2. Kecakapan Untuk Memberikan Gadai

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubunga
dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukurakiie
kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namdatam
membahas masalah kecakapan bertindak yang melahatkatu
perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan umgrtikndak
juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapatuk
bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dangoyang
melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (yzadp
umumnya dilihat dari sisi kedewasaan), masalah kemngan
berkaitan dengan kapasitas orang yang bertindak b&buat
dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bektiddam
hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakugesuatu
perbuatan hukum. Sebaliknya orang yang dianggapemang
untuk bertindak melakukan sesuatu pebuatan hukemmydta,
karena suatu hal dapat menjadi tidak cakap untuinbdek dalam
hukum.

b. Pemenuhan Syarat Obyektif Pemberian Gadai
Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemulaard:
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1. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPER ma&nge
keharusan adanya suatu hal tertentu dalam pemjanjia
2. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPER ryemgatur
mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang hd&ahdsetiap
perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Obyek Gadai
Obyek Gadai Untuk dapat dijadikan sebagai jamirtan agunan, obyek
gadai tidak boleh bertentangan dengan hukum.
Barang-barang yang dapat diterima sebagai jamiadaigantara laif®
a. Kain, seperti:
1. Bahan pakaian,
2. Kain,
3. Sarung,
4. Seprel,
5. Permadani/ambal.
b. Barang perhiasan (logam, permata), seperti:
1. Emas/perak/platina,
2. Berlian,
3. Batu mulia.
c. Kendaraan, seperti:
1. Mobil,
2. Sepeda motor,
3. Sepeda.
d. Barang-barang rumah tangga, seperti:
1. Perabot rumah tangga,
2. Elektronik,
3. Gerabah.
Barang-barang yang tidak dapat diterima sebagaingn gadai, antara

lain®®:

> pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadatamw#ci, Tangerang.
6 Muhammad dan Shoikul Had?egadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),
hal. 32-33.
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Barang-barang milik pemerintah atau yang merkaruijin khusus
dalam penggunaannya, seperti:

a. Senjata api/senjata tajam,

b. Pakaian dinas,

c. Perlengkapan TNI dan Pemerintah.

Barang-barang yang mudah busuk, seperti:

a. Makanan dan minuman,

b. Obat-obatan,

c. Tembakau.

Barang-barang yang berbahaya dan mudah tertsserti:

a. Korek api,

b. Kembang api (petasan/mesiu),

c. Bensin/minyak tanah,

d. Tabung berisi gas.

Barang-barang yang dilarang peredarannya, sepert

a. Ganja, opium, madat, heroin,

b. Senjata api, dan sejenisnya.

Barang-barang yang tidak tetap harganya dan rsdii@tapkan
taksirannya, seperti:

a. Lukisan dan buku,

b. Barang purbakala,

c. Barang historis.

Barang-barang yang cara memperolehnya berganéilarang oleh
agama, seperti:

a. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kejamata

b. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kecuasng

c. Barang yang bersifat maisir, gharar dan riba.

Barang-barang lainnya, seperti:

a. Barang yang disewa belikan,

b. Barang yang diperoleh melalui hutang dan belumag,

c. Barang yang bermasalah (barang curian, penggelap

penipuan,dll),
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d. Pakaian jadi,
e. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas d&rutiaiam,
f. Ternak/binatang.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, terdapat juga gpemalian-
pengecualian mengenai barang-barang yang dapataikga yaitd’ :
Benda milik negara

. Surat utang, surat actie, surat efek, dan suragbga lainnya

a.

b

c. Hewan yang hidup dan tanaman

d. Segala makanan dan barang-barang lain yang ganbpang

e. Benda-benda yang kotor

f. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkataryssatu
tempat ke tempat yang lain memerlukan izin

g. Barang yang karena ukurannya besar tidak dapatnoisi dalam
pegadaian

h. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak baeang jika
disimpan bersama-sama

i. Benda yang hanya berharga sementara atau hargaakaturun
dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejgadai

J. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuksaarang yang
kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat merkb&rangan-
keterangan yang cukup tentang barang yang akadalig itu.

Dengan adanya pengecualian-pengecualian sebagaingang telah

disebutkan di atas, maka barang-barang tersatak tapat diterima dan

harus ditolak sebagai objek jaminan gadai. Dan yaerpak melakukan

penolakan tersebut adalah pejabat pegadaian.

Sifat-Sifat Gadai

Rumusan Pasal 1150 KUHPER belum dapat menyimpuskah umum

dari gadai. Untuk menemukan sifat umum dari gasitat tadi harus dicari

lagi didalam ketentuan lain KUHPER. Sifat umum éérgt adalah sebagai

berikut®

" Mariam Darus BadrulzamaAneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni,1994), hal. 161

¥ Mariam Darus BadrulzamaimBab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia,
Cet. ke-5 (Bandung : PT Citra Adidaya Bakti,1991),. 56.
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Gadai adalah Untuk Benda Bergerak

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda béggéaik
berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerakktidarwujud
antara lain adalah hak tagihavodrderingsrecht). Lahirnya gadai
dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPER adalah
konsekwensi pembedaan benda atas benda bergerakedda tak
bergerak. Benda tetap menjadi obyek Hypotheek atau
credietverband.

Sifat Kebendaan

Sifat ini ditemukan dalam Pasal 528 KUHPER yangnyatakan
“atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunlydicoiadukan
berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai lh&sik pengabdian
tanah, hak gadai atau hipotek.” Tujuan sifat kelanddisini ialah
untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai balivesnudian
hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barangijen.

Benda Gadai Dikuasai Pemegang GatBEZITSTELLING)

Sesuai dengan obyeknya, benda gadai adalah berglerdle maka
harus ada hubungan yang nyata antara benda darg@egngadai,
benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadadkepemegang
gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuoasakil atau
petugas pemberi gadai. Hal ini sebagai publikagukirumum,
bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerada pada
pemegang gadai. Demikian juga hak gadai hapus,ilapbhrang
gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kedadang itu
hilang atau dicuri padanya ( Pasal 1152 ayat 3 KEXR)P

Hak Menjual Sendiri Benda Gadai RECHT VAN
EIGENMACHTIGE VERKOOP)

Pemegang hak gadai berhak menjual sendiri beadai glalam hal
si berhutang wanprestasi. Dari hasil penjualanerdk mengambil
pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dsilapatan
penjualan itu. Hak itu juga berlaku dalam hal pernigadai pailit
(pasal 1155 ayat 1 KUHPER).
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e. Hak Yang Didahulukan (hak Preferensi)

Menurut ketentuan Pasal 1133 jo Pasal 1150 KUHPERditur

pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukanndaial

pelunasan piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya
f.  HakAccessoir

Maksudnya ialah bahwa hak gadai ini tergantundapperjanjian

pokok. Misalnya perjanjian kredit. Perjanjian asms mempunyai

ciri-ciri antara lain*

1. Tidak dapat berdiri sendiri,

2. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pad&atan
pokoknya,

3. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accesgomut beralih.

Gadai merupakan suatu perjanjiactcessoir (tambahan) pada

perjanjian utang uang selaku perjanjignnciple (pokok) dengan

benda bergerak berwujud, hak-hak untuk mempero&hbpyaran
uang selaku tanggungan/ jamifan

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjarga@assoir adalah:

1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri ghun batal
karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat ksantetapi
perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa peganjutang
piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat sacsah. Hanya
saja tagihan tersebut kalau tak ada dasar prefeyang lain
sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkurekabela

2. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkandaaput sertanya
(turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi aikbya
pengoperan perikatan pokok meliputi pula semuasscisya.

g. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Sebagiandsaai tidak menjadi
hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, gaelakat atas
seluruh bendanya.

Saat Terjadinya Gadai

197, SatrioOp.Cit, hal. 110.

20 Bushar Muhammadiukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal. 116-117.
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Menurut hukum perdata, hak gadai terjadi dalamfdse, yaitu*

a. Fase pertama
Perjanjian kredit dengan janji sanggup memberib@nda bergerak
sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsenstligatoir artinya
baru taraf perjanjian, hak dari perum pegadaianurbelada.
Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemidn gadai.

b. Fase kedua
Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penermtaa &suai
dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka ltendarus
dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberii.gRgayerahan
ini merupakan “kemauan bebas” dari kedua pihak.y®®=man
kekuasaan atas benda gadai dalam kekuasaan pemegdag
merupakan syarat essensiil, sehingga berdasarkemtkan Pasal
1152 ayat 2 KUHPER, tidak sah bila benda gadaiekers tetap
berada dalam pengawasan pemberi gadai atau karemaukn
pemberi gadai mengatakan bahwa benda gadai berada p
pemegang gadai, padahal benda gadai tetap pad&peabai.

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pembedaigdengan penerima

gadai, maka sejak saat itu timbullah hak dan kdaajipara pihak.

Didalam Pasal 1155 KUHPER, telah diatur tentang tak kewajiban

kedua belah pihak, yaitt’:

Hak penerima gadai adalah:

a. Angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai demggtu yang
ditentukan.

b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidakenmanuhi
kewajibannya setelah lampau waktu atau setelakulién peringatan
untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1Pa&6al 1156, dan

Pasal 1157 KUHPER. Kewajiban penerima gadai:

*! BadrulzamanQp. Cit., hal. 58.
2 Hs, Op. Cit., hal. 47-48.
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Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;

b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yangdadigan menjadi
miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pad4dl54
KUHPER);

c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitumpatey pemindahan
barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPER);

d. Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnyamayadai sejauh hal
itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPER)

Hak-hak pemberi gadai:

a. Menerima uang gadai dari penerima gadai;

b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pdbiokga, dan biaya
lainnya telah dilunasinya;

c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya bayaaey dijual untuk
melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPER).

Kewajiban pemberi gadai:

a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;

b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerige;ga

c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerimalagauntuk
menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KB{PE

Hapusnya Gadai

Menurut hukum perdata, hak gadai hapus apabila:

a. Perikatan pokok yang dijamin dengan gadai hapuskdan pokok
hapus karena:

1. Pelunasan,

2. Kompensasi,

3. Novasi,

4. Penghapusan utang.

b. Benda gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai.
Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan.

d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.

#J. SatrioOp. Cit., hal. 146-147.
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e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegangi ganjadi

pemilik barang gadai tersebut.

2.1.2 Gadai Menurut Syari'ah Islam
Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'adahdayat-ayat
Alguran, hadis Nabi Muhammad Saw, ijma’ ulama, tiwa MU,
a. Alguran
1) QS. Al-Bagarah (2) : 283)
QS. Al-Bagarah (2) ayat 283 yang digunakan sebdgsar dalam
membangun konsep gadai. Ayat tersebut menyatakan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tsaiara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, inekdaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yangutmarg).
Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sehagaag lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amgaa
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Alldgramnya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan pei@akd€dan
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesumgmub
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Malagdtahui
apa yang kamu kerjakan.

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas lfadalauk menjaga

kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerigaalai
(murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin)tih@d baik untuk
mengembalikan pinjaman (marhun bih) dengan caraggastaikan
barang atau benda yang dimilikinya (marhun), stdak melalaikan
jangka waktu pengembalian utangnya itu.
2) QS. An- Nisa (3) : 29)
3) QS. Al-Maidah (5) : 90)
4) QS. Al-Bagarah (2) : 278-279)
5) QS. Al-Munafiqun (63) : 9)

b. Al Hadits

2 Ifan Noor Adham Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia, (Jakarta : Tata Nusa
Jakarta, 2009), hal.21.
% Ali, Op. Cit., hal. 5.
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Hadits Nabi Muhammad saw tersebut antara3ain:

1) Hadits dari A’isyah r.a., bahwa Rasullulah memipedikanan dari
seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju”b@siR.
Bukhari - no 1926, kitab Al Bayu-, dan Muslim).

2) Hadits dari Anas r.a., berkata: “Rasullulah ngadgaikan baju
besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mepigam
darinya gandum untuk keluarga beliau.” (H.R Bukhano 1927,
kitab Al Buyu -, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)

3) Hadits dari Abi Hurairah r.a., Rasullulah begkat

“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnyeahodinaiki
(oleh orang yang menerima gadai), karena ia telahgeluarkan
biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikamaka air
susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yaegenma
gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (mejpgga Kepada
orang yang naik dan minum, maka ia harus mengednabiaya
(perawatan)nya.” (H.R. Jamaah kecuali Muslim dansaNla—
Bukhari no 2329, kitab Ar Rahn).

4) Hadits dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Raah berkata:
“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutupigeemilik yang
menggadaikannya.  Bagiannya adalah  keuntungan dan
tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (atau biagid)R. Syafi'i
dan Daruqutni).

c. ljma’'Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukunai.gadial

tersebut berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yemggadaikan

baju besinya untuk mendapatkan makanan dari sedfalmgdi.
d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indaemenjadi

rujukan gadai syari’ah, antara lain:

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama imelsia No :

25/DSN-MUI/I1/2002, tentang Rahn;

% Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Tazkia
Institute, 1999), hal.213-214 .
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2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Imelsia No :
26/DSN-MUI/11/2002, tentang Rahn Emas;
3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Imelsia No :
09/DSN/MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ljarah;
4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Imelsia No :
10/DSN/MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Imelsia No :
43/DSN/MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.
Rukun Dan Syarat Gadai
a. Rukun Gadai
Dalam fikih empat mazhab (figh al-madzahib al-aaba’'diungkapkan
rukun gadai sebagai berikut:
1) Agid (Orang yang Berakad)
Aqgid adalah orang yang melakukan akad yang meliputdua)

arah, yaitu:
a) Rahin (orang yang menggadaikan barang), dan
b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerimaargr

gadai), atau penerima gadai. Dalam melakukan akad,
didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijabulgab
(serah-terima antara pegadai dengan penerima gadai.
2) Ma’qud ‘alaih (Barang yang diakadkan)
Ma’qud ‘alaih meliputi 2 (dua) hal,yaitu:
a) Marhun (barang yang digadaikan), dan
b) Marhun bih (dain), atau uang yang karenanya atiand
akad rahn.
b. Syarat-Syarat Gadai
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaki&igntara lain:
1) Shighat
Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syaraéenén dan waktu
yang akan datang, misalnya orang yang menggaddi&e@anya

mempersyaratkan tenggang waktu utang habis darg uialum
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terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memparmani

tenggang waktunya satu bulan.

Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum maksyd

pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatdam, yang

ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan poamelakukan

akad.

Utang (Marhun Bih)

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:

a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang unteknbayar
kepada pihak yang memberi piutang;

b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jikkakt
bermanfaat maka tidak sah;

c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahimgjp@ma

gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Pal@mai

berpendapat syarat barang gadai yang dapat digada&alah

barang yang dapat diperjual belikan, yang ketemymadalah:

a) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan unugn
ketentuan syariat Islam;

b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seint dengan
besarnya utang;

c) Agunan itu harus jelas dan tetentu (harus dat@ntukan
secara spesfik);

d) Agunan itu milik sah debitur;

e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang ldokan milik
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);

f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak beraddaberapa
tempat;

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak laik materinya

maupun manfaatnya.
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Akad Dalam Pelaksanaan Gadai Syari’ah
a. Jenis Gadai Qard Al-Hasan

Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibut pihak

pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalaniréwasaksi

gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapat&ag tunai
yang diperuntukkan untuk konsumtifMaksudnya, pemberi gadai

(nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee pdgrerima

gadai (murtahin). Jika melihat pada pengertiarediakad gard al-

hasan prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya astnaisi.

Ketentuan biaya administrasi tersebut berdasar&em c

1) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nomibakan
persentase,

2) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyd&x pasti serta
terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalkad atau
kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalamuent
a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupana
yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan
menjualnya dan berupa barang bergerak saja, SsepeHs,
barang-barang elektronik, dan sebagainya.

b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi Hasil.
b. Jenis Gadai Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah suatu akad yang dilakukah pihak

pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadaitghin)*

Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang merajgad harta

benda sebagai jaminan untuk menambah modal usalaaya

pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemigadai akan
memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yaperaleh
kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatapaisaodal

yang dipinjamnya dilunasi.

% 1pid., hal. 83.
%8 |bid., hal. 83

2% | pid., hal. 87.
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C. Jenis Gadai Akad Bai’'mugayyadah
Akad bai’ mugayyadah adalah akad yang dilakukah plemilik
sah harta benda barang gadai dengan pengelolagbgaaiai agar
harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang ptibtfuk
Sebagai contoh pembelian peralatan untuk modala kemtuk
memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyeraida
benda sebagai jaminan berupa barang-barang yangt dap
dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahiaupan
murtahin.

d. Jenis Gadai Akad ljarah
Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakarukzean
manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu igaminanfaat
dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual tniieméang.
Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan aaaaitau
jasa dengan sesuatu penggantian berupa komp&nsasi

Dalam akad ini, penerima gadai (murtahin) dapat
menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit bepada
nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta besaa
menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan maniPaamilik
yang menyewakan disebut muajir (pegadaian); se@mngksabah
(penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang dajmanbil
manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi iathalan
jasa disebut ajran atau ujrah.

Maksud dari pelaksanaan akad ijarah adalah nasabah
(rahin) memberikan fee kepada murtahin ketika miasatrak
berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepaatan.r
Untuk menghindari terjadinya riba dalam akad ijarataka
pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah rhamenuhi

persyaratan, yaitu:

30 bid., hal. 92.
31 |bid., hal. 97.
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1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase

2) Sifatnya nyata, jelas dan pasti, serta terbjaaas hal-hal yang

mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah

3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tewantlalam

akad.

Pelaksanaan Gadai Dalam Islam

Ketentuan Pelaksanaaan Gadai Dalam Islam antara lai

a. Kedudukan Barang Gadai
Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukamgbgadai hanya
merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya olbbk p
penggadai (Basyir, 1983 : 53).

b. Pemanfaatan barang gadai
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil amémfa, baik oleh
pemiliknya maupun oleh penerima gadai Hal tersetigebabkan
status barang tersebut hanya sebagai jaminan ufang sebagai
amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapadazi masing-
masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebleh
dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak peknibarang tidak
memiliki barang secara sempurna yang menginginkamelakukan
perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan).

Diusahakan di dalam perjanjian gadai tercantum nkeéa jika
penggadai atau penerima gadai meminta izin untuknanéaatkan
barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersaKetentun ini
dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidakKubhgsi atau
mubadzir (Uman, 1994 : 19).

c. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai
Apabila terjadi kerusakan barang gadai terdapabdgai pendapat
mengenai siapa yang menanggung resikonya. Ulanmaaulaazhab
Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin ¢pema gadai)
tidak menanggung resiko apapun. Namun, ulama-ulanahab

Hanafi berpendapat bahwa murtahin menanggung rsekesar harga

32 Muhammad dan Shoikul Hadbp. Cit., hal. 54.
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barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada shs¢rahkan
barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak hdEmgnya
(Basyir, 1983:54).

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hidisgbabkan
oleh kelengahan murtahin, dalam hal ini tidak agid@daan pendapat,
semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung o,risik
memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

. Pemeliharaan Barang Gadai

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dariygdamaa, para ulama
Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaymgtibaraan

barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengeanalbahwa
barang tersebut berasal dari penggadai dan tetaypatean miliknya.

Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat laisyabiang

diperlukan untuk menyimpan dana memelihara kesembarang

gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kéandya

sebagai orang yang menerima amanat. Kepada pengbadga

dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tid&kitzerg potensinya
(Basyir, 1983 : 58)

. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jamidalala semua jenis
barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhatsgabagai

berikut (A. Basyir, 1983 : 52) :

1) Benda bernilai menurut hukum sya'ra,

2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi,

3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digaataiku berupa
semua barang yang boleh dijual. Menurut pendaahailyang rajih

(unggul) barang-barang tersebut harus memiliki &aty(Tagiyuddin,

1997 : 59), yaitu:

1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan nkat@na barang

nyata itu dapat diserah terimakan secara langsung,
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2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelurtaptebarang
tersebut tidak dapat digadaikan,

3) Barang yang digadaikan harus bersatus sebagdangi bagi
pemberi pinjaman.

Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian demgah apabila

telah memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Berupa barang, karena hutang tidak dapat digadai

2) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang gmaglaikan
tidak terhalang seperti mushaf,

3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala lsutilza masa
pelunasan utang gadai.

Hak Penerima Gadai atas Harta Peninggalan

Hak para kreditur atas harta peninggalan seseadagyang berasal

dari utang lepas, yaitu utang tanpa gadai; danyadg berasal dari

utang terkait, yaitu utang gadai.

. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukaninr@elum juga

membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipalketamurtahin

untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakatuk

melunasi utangnya. Apabila setelah diperintahkakinmarahin tidak

mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjuahbayadainya,

maka hakim dapat memutuskan untuk menjual bararsghkat guna

melunasi utang-utangnya.

Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jamhur Fukaha berpendapat bahwa orang yang mernkgadalak

boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. §kdanbagi

penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barangebut dengan

syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidg@at melunasi

kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai ssatgatuh tempo,

maka menurut Basyir (1983), hal ini dibolehkan dangetentuan:

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011 Universitas Indonesia



28

a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu &ead rahin
(mencari tahu penyebab belum melunasinya utang);

b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran,

c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan raéiam melunasi
utangnya, maka murtahin boleh memindahkan baradgi gapada
murtahin lain dengan seijin rahin,

d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, makatahin boleh
menjual barang gadai dan kelebihan utangnya dkekalnakepada
rahin.

Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Berakad

Pihak-pihak yang berakad memiliki hak dan kewajilmaasing-masing, antara
lain®?

a. Hak dan Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai)

Hak Murtahin (Penerima Gadai), antara lain:

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila radak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Haesjualan
barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melupiagaman
(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantga gang telah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.

3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gaediak menahan
barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadsalp@a/rahin).
Kewajiban penerima gadai (murtahin) antara lain:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang mrosotnya
barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh &elahya.

2. Penerima gadai tidak boleh menanggung barangi gantuk
kepentingan sendiri.

3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pengsslali
sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

Hak Rahin (Pemberi Gadai), antara lain:

33 Muhammad Firdausylengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah, Cetakan ke-2,
(Jakarta: Renaisan, 2007), hal. 26-27.
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1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barangi,gsetelah ia
melunasi pinjaman.

2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian darudakan dan
hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebaldedalaian penerima
gadai.

3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjubdaang gadai
setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biayaia.

4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gaddiila penerima
gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telééridnanya dalam
tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biayasbiayang
ditentukan oleh penerima gadai.

2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas bagadgi miliknya,
apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukanhezi gadai tidak
dapat melunasi pinjamannya.

Bunga dan Riba Dalam Gadai Syari’ah

Gadai yang pada saat ini, dalam praktiknya menajnkddanya beberapa
hal yang dipandang memberatkan dan mengarah képddiel yang tidak sesuai
dengan syari'ah Islam. Aktivitas gadai dalam Isldiiak membenarkan adanya
praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh agdarapihak yang terbebani
merasa dianiaya dan tertekan, karena selain iustsrsah payah mengembalikan
hutangnya, pengadaian juga masih bekewajiban unarkbayar bunganya.

Muhammad Sholikul Hadi memberikan pedoman bahway y@ikaitkan

bunga (riba), didalamnya terdapat 3 unsur, yakni:

a. Kelebihan dari pokok pinjaman
b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tepepabayaran
C. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam trassak

Tentang sistem bunga gadai ditinjau dari hukumrmisdala beberapa

kesimpulan sebagai beriRfit

3 Abdul Ghofur Anshory,Gadai Syariah di Indonesia : konsep, implementasi, dan
institusionalisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2068), 104.
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a. Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakutengan cara-
cara dan tujuan yang tidak merugikan orang laindabaliperbolehkan
dengan syarat rukun yang bebas dari unsur yangaddadan merusak
perjanjian gadai. Dalam praktik gadai konvensiomatapat unsur riba
yang dipandang merusak dan menyalahi norma daa eignis Islam,
diantaranya adalah masih terdapatnya unsur rib yang berupa sewa
modal yang disamakan dengan bunga.

b. Gadai konvensional yang berlaku saat ini masihafeaiti satu diantaranya
banyak unsur yang dilarang syara’, yaitu dalam apagraih keuntungan,
gadai tersebut memungut sewa modal atau bunga;

c. Unsur riba yang terdapat dalam gadai konvensiomaly pada transaksi
penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yan gelda tidak sesuai
dengan Al-Quran dan Al-Hadits;

d. Penerapan bunga gadai pada awalnya sebagai fasifitak memudahkan
dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telahjaderkegiatan
spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitesuntungan yang
besar, yang memberikan kemudharatan, sehinggagpamebunga gadai

adalah tidak sah dan haram.

2.1.3 Gadai Dalam Perbankan Syari'ah

Perkembangan industri perbankan syari’ah begitatpdiganah air, bukan
hanya perkembangan volume industri tetapi jugastrdperbankan dan produk-
produk jasa pelayanan bank syari’ah. Sebagai bataanndustri pelayanan jasa
keuangan, pada dasarnya bank syari'ah memilikifuagma yang tidak berbeda
dengan bank-bank konvensional yang telah ada, gattagai media intermediasi.
Meskipun demikian, perbankan syari'ah memiliki kdesistik, mekanisme, dan
jenis-jenis produk dengan prinsip-prinsip dasargylerbeda dengan perbankan
biasa.Jenis-jenis produk berupa pegadaian dalam perbayeaaiiah yaitu :
1. Pembiayaan ljaroh

Definisi : Merupakan penyediaan dana atau tagilpanang yang dapat

dipersamakan dengan itu berupa :

a) Transaksi investasi dalam akad mudharabah danhaiayarakah
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b) Transaksi sewa dalam akad ijaroh atau sewa denggrperpindahan
hak milik dalam akad ijaroh muntahiyah bit Tamlik

c) Transaksi jual beli dalam ada Murabahah, Salam]steshna

d) Transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh

e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijatat kafalah,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antdcaéagan nasabah
pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan uméhknasi
hutang/ kewajibannya dan/ atau menyelesaikan iagestudharabah
dan/ atau musyarakah dan hasil pengelolaannyaiskugan akad.

Akad

1) ljaroh, merupakan sewa menyewa atas manfaat saedndydan/ atau
jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untrdapatkan
imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyetaSe

2) ljaroh muntahiyah bit Tamlik, merupakan sewa merg/eantara
pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkdvalem atas
obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindatamhik obyek
sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibaklapsaat tertentu
sesuai akad sewa.

Fitur dan mekanisme

1. Pembiayaan ijaroh adalah penyediaan dana atauatagiang dapat
dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa a@dacdhijaroh atau
sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akadohi
muntahiyah bit Tamlik berdasarkan persetujuan dtasepakatan
antara bank dengan nasabah pembiayaan yang meavajitdsabah
pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajiban sesw@asakad.

2. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan badamjatau jasa.
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai daratddpaksanakan
dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yharsifat
dibolehkan (tidak diharamkan). Manfaat harus dikesecara spesifik
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (kktadauan) yang

akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfagatiikan dengan

% Rachmadi UsmarAspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 15.
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jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga diketatigan spesifikasi

atau identifikasi fisik.

3. Secara teknis kewajiban bank sebagai pemberi mabtrang atau
jasa:

a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yéegikin

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang

c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang dikaw

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat :

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab nmtnkaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatirygan
(tidak materiil)

c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pedaaggdari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karenaakafahasabah
dalam menjaganya, maka nasabah tidak bertangguvep jatas
kerusakan tersebut.

Tujuan atau Manfaat

1) Bagi Bank, merupakan salah satu bentuk pembiay@aandaversifikasi
portofolio asset bank serta sarafee based income dimana bank
berpeluang untuk mendapatkiae

2) Bagi nasabah, sebagai sumber pembiayaan dan layzraankan
bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barangam@avestasi)
maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang ksinaimrmya

Resiko utama dari produk ini adalah resiko pemlaayeredit risk) yang

terjadi jika debitur wanprestasi ataefault. Selain itu,resiko pasar juga

dapat terjadi jika modal pengadaan aktiva ijarohupo@ sumber

pembiayaan ijaroh adalah dalam valuta asing dimesi&o dapat berasal

dari pergerakan nilai tukar.

Fatwa Syariah :

a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/ZD@entang

Pembiayaan ljarah.
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b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:27/DSNMUI/III/20@htang Al
ljarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.

Referensi

1) PBI No.7/46/PBI1/2005 tentang Akad Penghimpunam Penyaluran
Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan UsahaleBarkan
Prinsip Syariah.

2) PBI N0.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kual#ddiva Bank Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan pi8ysiriah.

3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI Nti8?B1/2006
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yangl&ksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) PBI No0.8/24/PBI1/2006 tentang Penilaian Kualitdgiva Bagi Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan Qardh

Definisi : Pembiayaan adalah penyediaan dana agiban/piutang yang

dapat dipersamakan dengan itu berupa:

1) transaksi investasi dalam akad Mudharabah danMusyarakabh;

2) transaksi sewa dalam akad ljarah atau sewa demgg perpindahan
hak milik dalam akad ljarah Muntahiyah bit Tamlik;

3) transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Satkm,Istishna’;

4) transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan

5) transaksi multijasa dengan menggunakan akadhljatau Kafalah,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antdal&agan nasabah
pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan umélknasi
hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasiharabah
dan/ atau musyarakah dan hasil pengelolaannyaisknugan akad.

Akad : Qardh

Fitur Dan Mekanisme

1) Pembiayaan Qardh adalah penyediaan dana ataurtgmiltang yang
dapat dipersamakan dengan itu sebagai pinjamand&epasabah

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antdcaéagan nasabah

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011 Universitas Indonesia



34

pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan umélknasi
hutang/kewajibannya sesuai akad.

2) Pinjaman Qardh merupakan pinjaman yang tidak mesypeatkan
adanya imbalall. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan
untuk memberikan imbalan.

3) Sumber dana pinjaman Qardh dapat berasal darinitan ekstern
bank. Sumber pinjaman Qardh untuk yang bersifgapian kebajikan
sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekdtarnk yang berasal
dari dana hasil infag, shadagah dan sumber dandnalah dan dari
equitas/modal bank. Sedangkan talangan Qardh yaexgifdi
komersial dapat berasal dari ektern bank berupa geimak ketiga
maupun intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

4) Atas pinjaman Qardh, bank hanya boleh mengenakaayabi
administrasi. Namun bank dapat menerima imbalanugpyang tidak
dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari Igsa berupa
imbalan (fee) yang diberikan dalam transaksi yasgrthi akad Qardh
disamping akad lainnya.

5) Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak rsijpeatkan
sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dirkasugebagai
pendapatan operasi lainnya.

6) Bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qardh

Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank, merupakan salah satu bentuk pemhnagteau diversifikasi
portofolio aset bank dan peluang bank untuk men#tapdee dari jasa
lain yang disertakan dengan pemberian fasilitasdQaGelain itu,
Qardh juga dapat menjadi sarana pelaksana fungisil &ank.

2) Bagi Nasabah, sebagai sumber pembiayaan bagbaiasyang
membutuhkan dana talangan terkait dengan garaesgapmbilalihan
kewajiban ataupun pinjaman lainnya yang bersifat kamersial.

Fatwa Syariah : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh.

% sSutan Remy SjahdeiniPerbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya, (Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), 8&@l
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Referensi :

1) PBI No.7/46/PBI1/2005 tentang Akad Penghimpunan Panyaluran
Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan UsahaeBarkan
Prinsip Syariah.

2) PBI N0.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitasi®&tBank Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan pi8riah.

3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.$B1/2006
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yanglaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) PBI No0.8/24/PBI1/2006 tentang Penilaian Kualitas i&tBagi Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Gadai Syariah (RAHN)

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkang.

Akad

1) Rahn Penyerahan barang dari nasabah (Rahinji&dy@ank (Murtahin)
sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

2) Qardh Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dekgamjiban pihak
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara splaliatau
cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3) ljarah Sewa menyewa atas suatu barang dan adauantara pemilik
obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh maxi@agan
imbalan berupa sewa atau upah.

Fitur Dan Mekanisme

1) Tujuan Rahn adalah menolong nasabah dalam kegmatdtiguna
yang sesuai syariah

2) Barang yang dijaminkan (Marhun) dapat berupa:

a) rumah atau properti;
b) kendaraan bermotor;
c) emas atau perhiasan (emas, berlian, dan selyapain

3) Prinsip yang harus dipenuhi:

a) Barang jaminan milik sah dan penuh nasabah letbiarga sah

nasabah.
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b) Barang jaminan tersebut harus jelas ukurant, sjienlah dan
nilainya.

c¢) Nilai barang jaminan itu ditentukan berdasarkiau riil pasar.

d) Barang jaminan itu bisa dipegang/ dikuasai langssecara hukum
positif.

e) Bank boleh meminta biaya administrasi dari bgr@minan yang
disimpan bank. Biaya administrasi tersebut ditangguoleh
nasabah, dan besarnya didasarkan pada pengeluangnnyata-
nyata diperlukan.

f) Biaya penyimpanan barang jaminan dapat dilakukardasarkan
akad ljarah.

g) Pemilik barang boleh menggunakan/memanfaatkarangayang
sedang dijaminkan, namun dengan tidak menguratay harga.

h) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan atacat ketika
digunakan pemilik, maka pemiliklah yang berkewajba
memperbaiki atau menggantinya.

i) Bila nasabah tidak melunasi hutangnya dan pibakk telah
menganalisa secara mendalam atas nasabah, maRkatgaddhir
adalah dengan melakukan penjualan barang jaminseid.

]) Pemilik barang mempunyai hak untuk menjual bgrgm sendiri
dengan seizin dan sepengetahuan bank. Bank juggpumsai hak
untuk menjual barang dengan izin pemilik barang.

k) Bila barang jaminan itu dijual dan mempunyaianilebih dari
hutangnya, maka kelebihan tersebut menjadi mildabah. Namun
sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak rm&opi, nasabah
diharapkan untuk mencari lagi kekurangan atas lgutgan kepada
bank.

[) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan ateat atau bahkan
musnah di tangan pemegang, maka pemegang baramgajayang
bertanggungjawab.

m)Pemilik barang jaminan tidak boleh menjual ataenyewakan

barang yang sudah dijamin-kan tanpa sepengetalaudn b
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n) Pemegang barang jaminan tidak akan menggantiatag barang
yang dijaminkan bila terjadi kerusakan bukan kardwedalaian
bank.

Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank Memperoleh loyalitas nasabah serta kewgato dari
imbalan/ fee yang dikenakan kepada nasabah yangipken harta
yang dijaminkan kepada bank, dan memfasilitasi y@tgn jaminan
tambahan dalam pembiayaan.

2) Bagi Nasabah Memberikan kemudahan, keamanan dayark@man
dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.

Risiko utama dari produk ini adalah risiko pembeaydcredit risk) yang

terjadi jika nasabah wanprestasi atau default.ibéla risiko pasar juga

dapat terjadi jika hutang diberikan dalam valute@syaitu risiko yang

berasal dari pergerakan nilai tukar.

Fatwa Syariah :

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:25/DSNMUI/III/20G2ntang

Rahn

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaingn

hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketensgagai

berikut:

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untu&naman
Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yangenamnkan
barang) dilunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik RahPada
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh righin
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi rarhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pematihadan
perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasamgnjadi

kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga olehrtdin,
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sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetagadi
kewajiban Rahin.
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Matidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan Marhun:
Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatRahin untuk
segera melunasi hutangnya. Apabila Rahin tetapk tidapat
melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dleksemelalui
lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digan untuk
melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpayarg
belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan!| hzenjualan
menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kéveay Rahin.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:26/DSNMUI/ 2002 tentang
Rahn Emas
1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Ratmat Fatwa DSN
nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn).
2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhuahgljung oleh
penggadai (rahin).
3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhuahghiung oleh
penggadai (rahin).
4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan dsarkan akad
ljarah.
Referensi
1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Banyaluran
Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan UsahaaBarkan
Prinsip Syariah.
2) PBI N0.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitasi®&tBank Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan pi8ysiriah.
3) PBI No0.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas i#ktBagi Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sejarah Pegadaian

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011 Universitas Indonesia



39

Sejarah Singkat Cikal Bakal Berdirinya Pegadaian
Sejarah pegadaian dibagi atas lima (5) periodéey¥ai
a. Periode VOC (tahun 1746 sampai dengan tahun 1811)

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiav@@,

mendirikan Bank van Leening, yaitu lembaga kreditey memberikan
kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening yampls ada di
Negeri Belanda, baru didirikan di Batavia (Jakapgajla tanggal 20
Agustus 1746, melalui surat keputusan Gubernurefahgian Imhoff.

Bank van Leening yang didirikan di Batavia inilahng kemudian
menjadi cikal bakal pegadaian di Indonesia.

b. Periode Belanda (tahun 1816 sampai dengan tahu) 194

Pada masa ini keberadaan lembaga kredit Bank vanihg@ semakin
dipertegas. Gubernur Jenderal Daendles mengeluageaturan
mengenai jenis barang yang dapat digadaikan seeeréis, perak,
permata, kain, dan perabot rumah tangga. Pada peaten

Gubernur Jenderal Thomas Stamford Bank van Leedibgbarkan

(tahun 1811). Beliau berpendapat bahwa gadai cukigiksanakan
oleh perorangan dengan ijin (licentie) dari maskarasetempat,
namun licentie stelsel berdampak buruk dengan adamaktek

rentenir secara terselubung. Pemerintah menggastigash patch
stelsel, yaitu bahwa hak mendirikan pegadaian tkber kepada
umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah yang

tertinggi kepada pemerintah, tetapi sistem ini jbgadampak sama,
pemegang hak mengeruk keuntungan dengan cara pkaetaunga
yang sewenang-wenang. Kemudian, para humanis makgas
kebijakan cultuur stelsel dengan filosofi yang &&l ethiesche

politiek, kemudian pemerintah mengeluarkan Staatsbladn{a&tga

disingkat Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, yagada prinsipnya
mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan mbrigrokarena

itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. BerdasarUndang-

¥ Ketut SethyonMenapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu, Edisi ke-1,
(Jakarta : Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2002)39:#6.
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Undang ini maka didirikanlah pegadaian Negara pesatadi kota
Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901.

Selanjutnya, tahun 1902 dibuka pegadaian Cianjahum 1903 di
Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak (Bandungyn dCimahi.
Pada tahun 1917 semua pegadaian di Jawa dan Mbaeduwada di
tangan pemerintah. Begitu juga dengan diluar Jaaa Madura
dengan Stbl. 1921 No. 28 jo No. 420. Aturan dasegapaian
(Pandhuis Reglement) mula-mula ditetapkan padantd®05 dengan
Stbl. Tahun 1905 No. 490 yang kemudian diubah der&jhl. Tahun
1928 No. 81, Jo No. 82 dan Stbl.tahun 1935 No. 396la-mula
Pandhuis Reglement ditetapkan dengan Ordonantmudian dengan
Stbl. Tahun 1928 No. 64 diubah dalam bentuk reggserverordening.
Untuk meningkatkan peran dan efektivitasnya, peigadditetapkan
sebagai suatu jawatan yaitu suatu lembaga resny yaerupakan
bagian dari birokrasi pemerintahan. Ketetapan pegad sebagai
lembaga resmi jawatan tertuang dalam Stbl. Tah30 Nb.266.

. Periode Jepang (tahun 1942 sampai dengan tahun 1945

Pada saat pegadaian dipegang oleh Jepang, mengaleasa

penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut dikehatarena Jepang
dalam mengurus pegadaian tidak memperhatikan kebattahak

nasabah sebagai contoh barang-barang yang telad masa jatuh

tempo dilelang tanpa terlebih dahulu memberitahukepada pihak
nasabah yang barangnya telah jatuh tempo, bahkpangdetidak

memasukkan uang hasil lelang maupun uang kelebidiamg ke

perusahaan pegadaian, akan tetapi uang lelang maamg kelebihan
lelang mengalir ke Negeri Jepang karena Jepang isaasedang

membutuhkan dana menghadapi Perang Dunia ke |a Baat perang
dunia kas negara Jepang kosong.

. Periode Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan 1£8%)

Pada periode ini, pegadaian dipegang atau dipingb&hm bangsa
Indonesia sendiri dan sudah berulang kali beruthatuss dari bank

Jawatan, perusahaan dan perjan (masih memonoftddla saat
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keluarnya Peraturan Pemerintah (yang selanjutngimgkat PP) No.
10 tahun 1990 dan diperkuat dengan PP No 103 ta806, berubah
status pegadaian dari bentuk perjan menjadi petermasuk juga
perubahan status pegadaian dari bentuk perjan diemgarum
pegadaian.
e. Periode Pembangunan

Walaupun perjuangan melawan penjajah telah selesanun,
penataan-penataan menyeluruh baik ideologis, siskemegaraan
(politik) maupun ekonomi terus diupayakan. Dalamgtaan ekonomi
dimasa pembangunan, sampai saat ini pegadaian aemdseberapa
perubahan status bentuk hukum perusahaan yang gvasising
mempunyai karakteristik dan dinamika sendiri-sandir

Sejarah Singkat Perum Pagadaian Syari’'ah

Rahn (Gadai Syari'ah) adalah produk jasa gadai ysmtandaskan pada
prinsip-prinsip syari’ah dengan mengacu pada sistéministrasi modern.
Prinsip-prinsip  administrasi modern  yang diterapkarpada
penyelenggaraan Rahn, antara lain dalam azasasgakffisiensi dan
efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nildéans. Rahn dalam hukum
Islam dilakukan secara sukarela atas dasar toloagolong dan tidak
untuk mencari keuntungan. Dalam transaksi Rahn ymliak mengenal
istilah “bunga uang” maka pemberi gadai tidak diédean tambahan
pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, hamgnpesaerima gadai
memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimparsathum (barang
jaminan/agunan). Dalam hukum perdata, hak gadayahéerlaku pada
benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, Rahiakb pada
seluruh harta yang bergerak maupun yang tidak betg&eiring dengan
perkembangan serta peluang dalam mengimplememasienn/gadai
syari‘ah, maka pegadaian bekerjasama dengan PTk Béwmamalat
Indonesia melaksanakan Rahn sebagai diversifikeehiaibagi Pegadaian
yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersamad&agalengan Bank

Muamalat tentang Gadai syari’ah pertanggal 16 Meiuh 2002. Produk
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yang disalurkan adalah Gadai Syari’ah (Ar Rahn)gyamulai diluncurkan
sejak Januari 2063

Pelaksanaan Gadai
Pelaksanaan gadai di Pegadaian cabang Kramat Rayadalah sebagai
berikut:
a. Syarat Permintaan Kredit Gadai.
Seseorang yang ingin meminjam uang di pegadaiars maemenuhi
beberapa persyaratan, antara lain:
1) Foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIMspe),
2) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan,
3) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasaka
4) Mengisi formulir permintaan kredit (yang selanya disebut
FPK),
5) Menandatangani perjanjian kredit (surat buktedi, yang
selanjutnya disingkat SBK).
b. Prosedur Pemberian Kredit Gadai
Seseorang yang ingin meminjam uang di pegadaiaak tgksulit
meminjam uang di Bank. Prosedur untuk memperolefaman di
pegadaian sangat sederhana dan cepat. Prosedir matnperoleh
pinjaman di pegadaian adalah sebagai berikut:
1) Nasabah
(a) Mengambil dan mengisi formulir permintaan ktedi
(b) Menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melakapi foto
copy KTP/identitas lainnya serta barang jaminangyakan
dijaminkan,
(c) Menerima kembali kitir FPK sebagai tanda byenyerahan
barang jaminan,
(d) Menandatangani SBK asli dan dwilipat yang disetholeh

kasir kredit,

3 Laporan Kinerja Usaha Gadai Syariah TWI, 2006.
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(e) Menerima sejumlah uang pinjaman (UP) dan durkti kredit
asli (lembar pertama),

(f) Menyerahkan kitir FPK kepada kasir,

Penaksir

(&) Menerima FPK dengan lampiran KTP/identitasriganbeserta
barang jaminan dari nasabah,

(b) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FitKb@drang
jaminan yang dijaminkan,

(c) Menandatangani FPK (pada badan dan kitirnyaag& tanda
bukti penerimaan barang jaminan di nasabah,

(d) Menyerahkan kitir FPK pada nasabah,

(e) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai bgrgaminan
sesuai dengan buku peraturan menaksir (BPM) daat sur
edaran (yang selanjutnya disebut SE) yang berlaku,

() Untuk taksiran barang jaminan Golongan A dalesatgsung
diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan GatoB, C,
dan D harus diselesaian oleh penaksir kedua/kephlang,

() Menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) yangatdap
diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuag ya
berlaku,

(h) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir,rariéan:

(1) Jumlah Uang Pinjaman (UP) berdasarkan permmntaa
nasabah yang melebihi jumlah taksiran,

(2) Melakukan pengeboran barang jaminan,

(3) Mengikir, mengerik/melepaskan mata dari banaedpiasan
tanpa seizin pemilik.

(i) Mengisi (menulis) dan menandatangani SBK rapgldua
sesuai kewenangannya,

()) Merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dwilipKitir bagian
luar untuk nomor barang jaminan dan kitir bagiaraaa

digunakan sebagai arsip sementara,
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(k) Menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat &g kasir
kredit,

() Barang jaminan dimasukkan kedalam kantong/dibus/dan
ditempel nomor barang jaminan dan diplombir/diikat,

(m)Menyerahkan potongan barang jaminan, taksiran dang
pinjaman, masing-masing golongan SBK dwilipat. Hasi
penjumlahan tersebut ditulis pada buku rekapititasdit dan
buku serah terima barang jaminan,

(n) Menyerahkan barang jaminan yang telah diplombiikat
kepada bagian gudang dengan menggunakan Buku Pe@eri
Barang Jaminan (yang selanjutnya disebut BPB) dan
membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”,

(o) Bersama-sama dengan petugas gudang menandat&olyan
serah terima barang jaminan pada BPB,

Kasir

(a) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat damnaksir,

(b) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formyd@rmintaan
kredit yang diserahkan oleh nasabah,

(c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP sesergath
jumlah yang tercantum pada SBK,

(d) Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipatepkitir luar
dibelakang jumlah UP,

(e) Mengisi buku kredit berdasarkan badan SBK,

() Membuat laporan harian kas berdasarkan bukuitkrdan
mencocokkannya dengan buku penerimaan barang jamina
yang dibuat penaksir,

(9) Menyerahkan badan SBK dwilipat, Laporan Hakas (yang
selanjutnya disingkat LHK, dan kitir FPK kepadayggzts Tata
Usaha),

Petugas Tata Usaha

(a) Menerima badan SBK dwilipat, LHK dan kitir FRl&ri kasir,

(b) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat,
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(c) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dap sétir
bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat padabsiatistik
perkembangan usaha,

(d) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosakuntansi
kantor cabang,

5) Petugas Gudang

(&) Menerima dan menghitung barang jaminan yangralkan
oleh penaksir. Serah terima barang jaminan mendgumniauku
penerimaan barang jaminan,

(b) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengamlah
yang tertera pada buku penerimaan barang jamimaaukzbila
terdapat cocok, membubuhkan tandatangan pada kolom
“penerimaan”,

(c) Melakukan pencatatan di buku gudang,

(d) Barang jaminan yang diterima disimpan digudasesuai
dengan golongan, rublik, dan bulan kredit barangnan.

c. Pelunasan Kredit Gadai
Setelah jangka waktu pemberian kredit sudah jagtmhpd, pemberi
kredit harus melunasi hutang yang diberikan kepgalamdapun
prosedur pelunasan kredit tersebut antara lain:
1) Nasabah

(&) menyerahkan SBK asli

(b) menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan isdemgan
jumlah yang harus dibayar

(c) menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai d&anbukti
pengambilan barang jaminan

(d) menerima barang jaminan yang telah ditebusasedengan
nomor barang jaminan seperti tersebut pada kitiKk SBli
bagian luar

2) Kasir
(&) menerima SBK asli dari nasabah

(b) memeriksa keabsahan SBK yang diterima
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(c) melakukan perhitungan jumlah yang harus dibaggh
nasabah, yaitu pokok pinjaman + sewa modal

(d) menerima jumlah pembayaran dari nasabah

(e) menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan {(@pada
nasabah sebagai tanda bukti pelunasan

(H membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pB#aasli yang
dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam darr kitar

(g9) melakukan distribusi SBK:

(1) kitir barang dalam kepada gudang

(2) kitir barang luar kepada nasabah

(3) badan SBK kepada barang Administrasi

(h) melakukan pencatatan ke dalam laporan harian ka

Bagian Gudang

(&) menerima kitir SBK bagian dalam

(b) memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir

(c) mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara
mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan Kitir Siag
menempel di barang jaminan

(d) menyerahkan barang jaminan kepada nasabah rieraya
mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam dengain 88K
bagian luar yang dipegang nasabah

(e) apabila telah cocok/sesuai barang jaminan ddpgzrikan
kepada nasabah pembawa kitir SBK bagian luar

( Melakukan pencatatan ke dalam Buku gudang

(g) Setiap akhir jam kerja melakukan pencocokan u ata
pemeriksaan:

(1) Mencocokkan kitir dwilipat SBK asli yang dimadan ke
dalam liaspen dengan bulan kredit, non rublik darabg
pinjaman

(2) Mencocokkan jumlah kitir yang ada dengan jumikatir

pada pengeluaran barang jaminan (dengan mengigat ju
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Kitir yang ada pada pegawai barang

kasep/pengikat/penaksir)

4) Bagian administrasi

(a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dadan SBK yang

diterima dari kasir pada buku pelunasan, buku #as,ikhtisar

kredit dan pelunasan.

(b) Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkadengan

buku gudang dan buku pelunasan.

d. Lelang

Apabila jangka waktu pemberian kredit telah jateimpo dan pemberi

kredit tidak dapat membayar utangnya maka perunagsegn akan

melelang barang milik pemberi jaminan yang dijadikaebagai

jaminan. Adapun prosedur pelaksanaan lelangnyaaladakbagai
berikut:

1) Panitia Lelang

a)

b)

Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jamtfsang

Akan dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jamiryang

Akan Dilelang, Formulir Penjualan Lelang besertaahg

jaminannya.

Cocokkan dengan fisik barang jaminan yang akiatadg.

Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedceiaagali
berikut:

(1)

(2)

Apabila taksiran baru lebih rendah dari Uangjdmnan
(UP) + Sewa Modal (SM) penuh, maka harga minimal
lelang harus sebesar UP+SM dibulatkan ke atas wfienja
ratusan ribu penuh.

Apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP+Skhaka
harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP
maksimal berdasarkan taksiran baru+SM penuh

berdasarkan UP baru.
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d) Setiap barang jaminan yang telah laku dilelakgpada
pembelinya dibebankan biaya lelang pembeli sel@%adan
0,7% dana Sosial.

e) Penjualan harga lelang didasarkan kepada peaawantinggi
dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsucatati pada
Daftar Rincian Penjualan Lelang.

f) Setelah selesai lelang dibuat Berita Acara LgléBAL) dan
menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapé&dag.le
Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang dicgtada
Register Barang Sisa Lelang (RBSL).

2) Kasir

a) Menerima BAL (Berita Acara Lelang), RBSL (RegrsBarang
Sisa Lelang) dan uang hasil penjualan lelang delaksana
lelang.

b) Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima tdicpada
Laporan Harian Kas (LHK), dan uang disimpan dibeenBAL
dan RSBL dserahkan kepada petugas bagian admsnistra

3) Bagian Administrasi

a) Menerima BAL dan RBSL dari kasir.

b) Mencatat nomor-nomor barang jaminan yang ditglaari
buku kredit, dan membuat Buku Penjualan Lelang.

c) Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat kas Delzen dicatat
dalam Buku Kas.

Pelaksanaan gadai di pegadaian syari’ah Kramat Raya
a. Syarat Permohonan Pinjaman
Uang pinjaman rahn (marhun bih) dapat diperolerh glemohon
dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu peagéain (SIM,

Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya,

2) Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang menenuh

persyaratan,
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3) Membuat surat kuasa diatas materai dari penbiéikang, untuk
barang bukan milik rahin. Surat kuasa harus dilainfpto copy
KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya,

4) Mengisi  formulir  permintaan  pinjaman  (FPP) dan
menandatanganinya,

5) Menandatangani akad rahn dan ijaroh dalam buidt rahn,

6) Membayar biaya administrasi,

7) Khusus untuk kelengkapan marhun kendaraan bernahatur
dalam SE tersendiri sebagaimana yang berlaku pagidpian.

Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur pemberian biaya di pegadaian syari'ah jugmak

memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjamgudn bank.

Adapun prosedur pemberian biayanya adalah sebaghkub

1) Rahin
a) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP),

b) Menyerahkan FPP yang telah ditandatangani dengan
melampirkan foto copy KTP/katu identitas lainnyaaéarang
yang akan dijaminkan kepada penaksir,

c) Menerima kembali duplikat FPP sebagai tanda ibukt
penyerahan dan penaksiran marhun,

d) Menyerahkan duplikat FPP kepada kasir,

e) Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli daplikat
yang diserahkan oleh kasir,

f) Menerima sejumlah uang (uang pinjaman marhun) bidgn
SBR asli setelah membayar biaya administrasi,

2) Penaksir /KPM
a) Menerima FPP, KTP/ kartu identias lain marhun,

b) Memeriksa kebenaran pengisian FPP dan marhun,

c) Menentukan taksiran marhun berdasarkan buku rpado
penkasiran dan SE yang berlaku serta menetapkag uan
pinjaman sesuai kewenangnnya,

d) Menentukan biaya administrasi,
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e) Menyerahkan duplikat FPP yang telah ditandatainigapada
rahin,

f) Mengisi dan menandatangani SBR duplikat dan nmepgn
bersama marhun,

g) Merobek kitir bagian luar SBR duplikat dan mengan
bersama marhun,

h) Menyerahkan duplikat SBR kepada kasir,

i) Me-matrys kitir marhun kantong dan gudang,

j) Menyusun SBR duplikat, menghitung jumlah marhtaksiran
dan uang pinjaman, kemudian menuliskan pada halaman
belakang SBR duplikat nomor terakhir pada hari itu,

k) Mencocokkan jumlah marhun yang telah dimatrgsialiikat
dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegangguda
dengan menggunakan Buku Serah Terima Marhun (BSTM)
dengan memberikan tandatangan di kolom “penyerahan”

Kasir

a) Menerima SBR asli dan duplikat yang telah diggadgani
Penaksir (KPM),

b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SBR dari,KPM

c) Mencocokkan duplikat FPP dari rahin dengan SBR,

d) Meminta tandatangan rahin dan melakukan pembayaang
pinjaman sebesar yang tercantum di SBR,

e) Mengisi Buku pinjaman (BP) berdasarkan SBR dapli

f) Menyerahkan SBR duplikat ke KPM dan FPP duplikat
petugas Tata Usaha,

Petugas tata usaha

a) Menerima SBR duplikat dari KPM dan FPP dupldkati kasir,

b) Mencatat data rahin pada Buku Rahin (BR) yammgntil dari
FPP duplikat dan mengisis Buku Rekapitulasi DatdifRa
(BRDR),

c) Melakukan pencatatan marhun yang diterima kendaBuku
Gudang (BG) dengan dasar (SBR) duplikat,
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d) Menyimpan SBR dan FPP duplikat,

e) Setiap akhir bulan mengsisi Buku Statistik Perxangan
Usaha (BSPU)

5) Petugas gudang

a) Memeriksa, menghitung, dan menerima marhun yang
diserahkan oleh KPM, serah terima marhun menggumaka
Buku Serah Terima Marhun (BSTM),

b) Mencocokkan marhun yang diterima dengan juméaigyertera
pada BSTM dan apabila terdapat cocok memberikan
tandatangan pada kolom “penerima”,

c) Menyimpan marhun yang diterima sesuai dengaongain,
rublik, dan bulan pinjaman di gudang.

c. Pelunasan pinjaman
Apabila jangka waktu pinjaman rahin telah jatuh gemmaka rahin
harus melunasi pinjaman yang telah jatuh tempoelterts kepada
murtahin. Adapun prosedur pelunasan jaminan tetsetalah:
1) Rahin (yang berhutang)

a) Menyerahkan SBR asli kepada kasir

b) Menyerahkan uang untuk melunasi pinjaman daa §asipan
sesuai dengan jumlah yang harus dibayar

c) Menerima slip pelunasan (SP) sebagai tanda bukti
pelunasannya untuk pengambilan marhun

d) Menerima marhun yang telah ditebus sesuai demganor
marhun seperti tersebut pada slip pelunasan

2) Kasir

a) Menerima SBR asli dari rahin

b) Memeriksa kebsahan SBR yang diterima

c) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibaah rahin,
yaitu pokok pinjaman dan jasa simpan

d) Menerima bayaran dari rahin

e) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepadin

sebagai tanda bukti pelunasan untuk pengambilahunar
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f) Membubuhkan cap lunas, tanggal, dan paraf pd8R Ssli
yang dilunasi, baik pada badan SBR dan kitir pedana

g) Menerima kitir SBR/slip pengambilan yang telattap lunas

h) Menerima cap lunas, tanggal dan paraf kasir

3) Petugas gudang

a) Mengambil marhun ke gudang dengan cara mencanokikir
SBR yang menempel di marhun

b) Menyerahkan marhun kepada rahin dengan mencanokk
nomor kitir SBR/slip pengambilan dengan slip pekarayang
dipegang rahin

c) Apabila telah cocok/sesuai, marhun dapat diberikepada
rahin pembawa slip pelunasan.

d. Lelang
Apabila jangka waktu pinjaman rahin telah jatuh pemmaka rahin
harus melunasi pinjaman kepada murtahin, apabilia tedak mampu
melunasi pinjamannya maka murtahin dapat meleleargny milik
rahin yang dijadikan jaminan. Adapun prosedur lglamarhun adalah
sebagai berikut:
1) Panitia lelang

a) Menyiapkan berita acara penyerahan marhun yakan a
dilelang dengan melampiri daftar marhun yang akiéelasg,
keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangdat aji berlian
dan loop, kalkulator, Daftar Rincian Lelang Marq(iRLM),

b) Cocokkan keadaan fisik marhun yang akan dileldaggan
pembukuan,

c) Menetapkan harga dan nilai lelang,

d) Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acatanlg Marhun
(BALM) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang
pendapatan lelang,

2) Kasir cabang

a) Menerima BALM dan uang hasil lelang dari pamitiedang,
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b) Atas dasar BALM dan uang tunai yang diterimaatiit pada
Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan di bemk
BALM diserahkan kepada petugas bagian administetsang,

c) Menerima uang tunai dari hasil penjualan MarHiglang
Perusahaan (MLP),

3) Bagian administasi cabang

a) Menerima BALM dari kasir cabang dan SBR leldag panitia
lelang serta marhun lelang perusahaan,

b) Mencatat nomor-nomor marhun yang dilelang daukub
pinjaman,

c) Berdasarkan BALM tersebut dibuat kas debet daatat
dalam buku kas,

d) Sedang berdasarkan SBR dwilipat lelang yangridite dari
panitia lelang dibuat buku lelang marhun,

e) Mencatat nomor-nomor marhun yang tidak lakuniglaan
membuat buku register Marhun Lelang Perusahaan,

f) Melakukan administrasi pembelian MLP,

g) Melakukan administrasi penjualan MLP.

Pendapat Narasumber Mengenai Gadai Konvensional daGadai Syari'ah
Wawancara di Pegadaian Kramat Raya

Pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah nkénprosedur,
sistem, dan penjaminan yang sama, seseorang ygimgnreminjam uang cukup
membawa barang yang diperbolehkan untuk digadaika&mudian mengisi
formulir permintaan kredit, setelah itu si peminjamembawa formulir tersebut ke
kasir dengan membawa barang jaminan dan kartuitdergserta barang jaminan
yang akan dijaminkan.
Barang jaminan tersebut akan ditaksir oleh penatkair dari taksiran tersebut
peminjam dapat mengetahui berapa jumlah uang yapatddiperoleh oleh si
peminjam. Perhitungan pinjaman dihitung 15 harii danggal si peminjam
meminjam uang, misalnya apabila peminjam meminjamgupada tanggal 10

Mei, maka si peminjam harus melunasi pinjaman gadggal 25 Mei. Apabila
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membayar pada tanggal 26 Mei, maka ia akan diken&kenga/sewa modal.

Seorang peminjam yang tidak mampu membayar pinjapeaara keseluruhan
dapat mencicil hutangnya tersebut beserta bunga/sedalnya. Peminjam yang
meminjam uang dengan cara mencicil ada 2 (dua) kgkmoan, yaitu pertama,

nasabah yang menginginkan pembayaran dilakukanadengra mencicil atas

kemauannya sendiri, kedua nasabah tersebut menaang mmencicil, hal tersebut
dikarenakan ada perbedaan harga taksir pada waktimam dengan pada saat
memperpanjang kredi

Pada saat memperpanjang kredit ternyata lebih hendai peminjam
harus mencicil selisihnya. Apabila orang tersebdak dapat mengembalikan
pinjaman maka barang yang digadaikan tersebut dkalang oleh pegadaian.
Pada saat terjadi lelang, si peminjam dikenakagabialang. Sebelum proses
lelang berlangsung, harga barang yang akan dilelsing disepakati antara
pemilik barang yang akan dilelang dengan perum g¢eiga yang bersangkutan,
karena pemilik barang tersebut dianggap masih nmierndk sebagai pemilik dari
barang yang bersangkutan, tetapi apabila prosasgedudah berlangsung, maka
tidak dapat lagi terjadi kesepakatan antara si ldelinarang dengan pegadaian
mengenai barang yang akan dilelang tersebut.

Tidak semua barang yang dilelang akan laku terjoatang yang tidak
laku terjual pada saat dilelang dinamakan barasg Iglang. Barang sisa lelang
ini terjadi karena barang tersebut tidak laku walaudengan taksiran atau harga
yang wajar, tetapi barang tersebut tetap tidak kdaena tidak ada pembeli yang
mau membelinya. Tidak adanya pembeli dapat disebmakéirena pada saat lelang
harga barang tersebut turun atau pada saat bamsgbtit dilelang sudah
ketinggalan jaman dan tidak diminati lagi oleh naaakat.

Apabila terjadi adanya barang sisa lelang, makaruatersebut dibeli
terlebih dahulu oleh pegadaian yang bersangkutalajpdjangka waktu 10 hari
barang tersebut dijual oleh peusahaan untuk mendangan perusahaan,
namun apabila sudah 10 hari tetapi tidak ada pemiska barang tersebut akan

dimintakan penurunan harga oleh pegadaian kepauarkailayah. Permintaan

3% penulis,Wawancara dengan Bapak Hendarwin,S.H., MM bagian pengels&ha lain
perum pegadaian cabang Karawaci, Tangerang, 1220080i
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penurunan harga ke Kantor Wilayah tidak boleh mbiet®%, jika melebihi 10%
maka barang tersebut bukan menjadi barang sisagleh@lainkan barang taksiran
tinggi.

Penyebab barang taksiran tinggi mungkin dapat deri@rena salah
penaksiran yang dilakukan oleh penaksir (perhitongksirannya tidak sesuai
dengan rumusan yang telah ditentukan), misalnyas @®&karat ditaksir 24 karat.
Apabila terjadi demikian maka barang tersebut tidakat dilelang melainkan
dipisahkan sebagai barang yang bermasalah. Ol@m&atu, untuk menghindari
hal demikian pada saat akan dilakukan pelelangaangayang akan dilelang
dilakukan penaksiran ulang benar atau tidak batersgbut sekian gram.

Pegadaian cabang Karawaci Tangerang pernah mengkdesus gadai
taksiran tinggi. Pada saat itu yang menaksir banggg bertanggungjawab.
Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebutlallg dan harga jual lelangnya
tidak kurang dari hutang si peminjam maka si peinakag akan menutupinya,
hal tersebut merupakan resiko bagi si penaksiais&hsus gadai taksiran tinggi
perum pegadaian ini tidak pernah terjadi kasus $®perti gadai fiktif. Kasus
gadai fiktif pernah terjadi di Labuan Banten (Pagideg).

Bila dibandingkan antara pegadaian konvensionalga®npegadaian
syari'ah, keistimewaan pegadaian konvensional yaitlah banyak diketahui oleh
masyarakat, selain itu di pegadaian sudah menkiigitan yang kompleks, selain
memberikan pinjaman dengan cara gadai, pegadaganmemiliki produk usaha
lain, antara lain:

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit ini memungkinkan si peminjam meminjam uangngan

menjaminkan barang bergerak, seperti emas, bekemjaraan bermotor

(mobil dan sepeda motor), elektronik, alat rumagg@ndan sebagainya

dengan proses yang mudah cepat dan aman.
b. KREASI (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi adalah penyaluran kredit atau pinjaman uptrgusaha mikro dan

kecil (UKM) dengan sistem angsuran fidusia dengamifan BPKB

kendaraan bermotor. Kredit ini memungkinkan si pgam meminjam

uang hanya dengan menjaminkan BPKB kendaraan beriyatg mereka
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miliki sedangkan kendaraan bermotor yang dijamingkaih si peminjam
dapat terus digunakan oleh si peminjam.
KRESIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
Kresida adalah kredit untuk pengusaha mikro danl Keektor UKM)
dengan jaminan berupa barang bergerak, yaitu erbedjan, dan
kendaraan bermotor.
KRISTA
Krista merupakan kredit yang diperuntukan bagi asadaha rumah
tangga. Tujuannya yaitu untuk membantu mengembangkaUsaha
Rumah Tangga, serta menyejahterakan masyar&kista dilakukan
perkelompok, 1 kelompok terdiri dari 10 orang dengheberapa
persamaan, misalnya persamaan kerjaan, tugas, dakuain-lain. Ke 10
orang tersebut kemudian mendaftarkan ke keluratrgah membawa
surat usaha ke kelurahan, kemudian pihak pegad#fan melakukan
survei terhadap usaha tersebut dan apabila suatutegadi masalah
dengan pembayaran utang yang bersangkutan maka diterggung
renteng oleh ke 10 orang tersebut. Jaminan yangt dhaminkan dapat
berupa barang-barang yang menjadi usaha merekaadsrang tersebut
merupakan barang yang dapat diterima sebagai bajamgan di
pegadaian.
KUCICA (Kirim Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)
Kucica adalah produk terbaru yang diluncurkan gdelyadaian. Kucica
merupakan kerjasama dengan Western Union. Adangaskena antara
pegadaian dengan Western Union dapat memudahkayarakat yang
ingin mengirim uang, karena pegadaian sudah tersdbaberbagai
wilayah, dengan datang ke pegadaian terdekat nwstadapat segera
mengirimkan uang ke Luar Negeri.

Hal tersebut diatas dikatakan istimewa karena umhg@ngatasi
pesaing, suatu usaha memerlukan diferensiasi pt@degrbedaan dengan

pegadaian syari'ah, pegadaian syari'ah lebih mudah istilah yang

0 1pid .
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digunakan berbeda, seperti bunga, kalau di gadaveksinal dikatakan
sewa modal, tetapi kalau di gadai syari’ah dikatalaroh.

f. JASA TITIPAN
Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagfe deposit box.
Jangka waktu penitipan dua minggu samgangan satu tahun dan
dapat di perpanjang.

g. ARRUM (AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO KECIL)
Adalah pinjaman dengan sistem syariah bagi pargysama mikro dan
kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengamsgengembalian
secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atetor.
Pembiayaan ARRUM untuk pengembangan usaha mikrd Heagan
berprinsip syariah.

h. MULIA
Mulia  (Murabahah  Logam Mulia untuk Investasi Abacdalah
penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyasecara tunai,
dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad abkitah Logam
Mulai untuk Investasi Abadi Abadi adalah persetnjatau kesepakatan
yang dibuat bersama antara Pegadaian danbalasaatas sejumlah
pembelian Logam Mulia disertai keuntungan daya-biaya yang
disepakati.

Dasar dibentuknya gadai syari'ah adalah idealisrargymemandang
bunga tersebut adalah riba. Masyarakat Indonesigalilayang beragama muslim
dan tidak sedikit juga yang non muslim, selaingasuatu yang terlalu syari’ah
juga tidak baik dan terlalu konvensional juga tida&ik’*. Sehingga dibentuk
pegadaian dan pegadaian syari'ah sehingga masyatideri kesempatan untuk
memilih menurut keyakinannya ingin meminjam uangeljadaian syari’ah atau

konvensional.

*1 Penulis, Wawancara, dengan Bapak Guladi, S.H., bagian hukum (Jakaferum
Pegadaian Syari'ah Kramat Raya, 12 Juni 2009).
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Sistem penjaminan barang antara pegadaian syaigahkonvensional
pada prinsipnya sarffa Orang yang ingin meminjam uang (rahin) cukup oigta
ke pegadaian dengan membawa barang yang ingin engadaikan (murtahin)
kemudian mengisi formulir permintaan pinjaman. Bdtemengisi formulir,
formulir tersebut diberikan ke kasir beserta kadentitas dan barang jaminan
yang nantinya barang tersebut akan ditaksir oletu jtaksir yang akan
menentukan besarnya pinjaman yang diperoleh peminfgpabila rahin tidak
dapat mengembalikan pinjaman secara penuh maka dapiat membayar secara
mencicil hutangnya tersebut. Jangka waktu 4 buddanrtidak dapat membayar
utangnya maka pinjaman tersebut dapat diperpanjeadgu pinjaman tersebut
diperpanjang maka rahin dikenakan ijaroh dan adimasi. Besarnya
administrasi adalah 80% dari administrasi awal,| j@olabila hutang tersebut
diperpanjang maka si peminjam membuat hutang ls@perti pada saat awal si
peminjam meminjam uang.

Pada lelang, prinsipnya sama, harga lelang ditantu&gleh Kanwil.
Bedanya, kalau di gadai konvensional apabila dgtamgka waktu 1 tahun dari
barang tersebut dilelang, nasabah tidak mengantd sang lelang setelah
dihitung hutang + bunga milik pemberi gadai, maks uang tersebut menjadi
kadaluarsa dan sisa uang tersebut diakui sebagaapatan kantor. Berbeda
halnya dengan gadai syari'ah, apabila sisa uamgdetidak diambil maka uang
tersebut dizakatkan atau diserahkan atas namaatas8blain itu, perhitungan
ijjaroh atau sewa modal antara gadai syari'ah dataiglonvensional berbeda.
Kalau di gadai syari’ah ijaroh dihitung dari talesirtetapi kalau di konvensioanl
dihitung dari uang pinjaman, perhitungan harinygajberbeda, di syari’ah per 10
hari, kalau di konvensional per 15 hari, di pegadasyari’ah juga ada diskon.
Diskon diberikan apabila si peminjam tidak meminjaeseluruhan uang yang
diperbolehkan untuk dipinjam oleh rahin (pinjamahin tidak full dari taksiran
yang ditentukan oleh pegadaian syari’ah). Diskangydiberikan tidak tersirat di
dalam SBR tetapi hanya merupakan kebijakan saja.

Menurut Bapak Samsuri pegadaian syari’ah sudah insyari’ah karena

pegadaian syari'ah diawasi oleh Dewan Pengawasi'&@yayang merupakan

“2 peneliti, Wawancara, dengan Bapak Muhammad Muktanudin, bagian usaad'aly
(Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kramat Rayauti22009).
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orang-orang yang ditunjuk oleh MUI, dengan diawash pihak yang ditunjuk,
maka apabila pegadaian syari’ah tidak menjalankarsip syari’ah yang telah
ditetapkan oleh MUI maka perum pegadaian yang hgksdan akan dikenakan
pinalti, selain itu, modal, aqad, transaksi, ijag@ng ditetapkan oleh pegadaian

syari’ah sudah sesuai dengan syari’ah.

Wawancara dengan DSN (Dewan Syari’ah Nasional)

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majéimma Indonesia (MUI)
pada tahun 1999 untuk lebih meningkatkan khidmahrmamenuhi harapan umat
yang demikian besar sehubungan dengan lahirnya Baaknalat Indonesia pada
tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yarigridlaskan pada prinsip
syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakarats lembaga yang
beranggotakan para ahli hukum islam (fugaha) samtadan praktisi ekonomi,
terutama sektor keuangan baik bank maupun non-baekfungsi untuk
melaksanakan tugas-tugas MUl dalam mendorong damaju&an ekonomi umat.
Di samping itu, lembaga ini pun bertugas antana, lantuk menggali, mengkaji,
dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukummns(&yari’ah) untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lemkagangan syari’ah serta
mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DSN dibantu dan ditersgcara langsung
oleh Badan Pelaksana Harian DSN (BPH-DSN). BPH koékn penelitian,
penggalian dan pengkajian. Kemudian, setelah demggkup memadai, hasil
pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk rarscaf@wa DSN. Rancangan
fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pemg DSN untuk dibahas,
kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN. Tahap fezsh dari fatwa ini dari
aspek redaksional ditangani lagi oleh tim penywsamBPH-DSN
Struktur DSN antara lain :

1) Program Kerja (Pokja), yang bertugas memformulasikasalah

2) Badan Pelaksana Harian (BPH) mengadakan rapat oangg/ang
beranggotakan 20 orang, termasuk 2 (dua) wakib tééai Bank Indonesia
dan 2 (dua) wakil tetap kementerian keuangan Réplraonesia.

Bertujuan untuk memformulasikan solusi/ draft fatwa
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3) Pleno sebanyak 53 orarall over Indonesia. bertujuan untuk validasi
fatwa.
Peran dan Fungsi DSN :
1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari’ah untijdikan pedoman
bagi praktisi dan regulator
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syari’abraval bagi lembaga
keuangan dan bisnis syari’ah
3. Melakukan pengawasan aspek syari’ah atas produkjasa di lembaga
keuangan/ bisnis syari’ah melalui Dewan Pengawasi&y (DPS).
Pengawasan yang dimaksud disini dibagi menjadug)(dspek yaitu :
a) Aspek syariah oleh DPS sebagaimana diatur dalanal R
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perlmanka
Syariah
b) Aspek Perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimamar dialam
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah
Secara umum, dapat diketahui bahwa dasar dari pegadyari'ah yaitu
Al-Quran dan Sunnah, sehingga dampak dari hal datseaitu adanya
pertanggungjawaban seseorang di dunia akhirat. Qkena itulah dalam
pegadaian syari'ah, uang bukan merupakan komoditzdain itu tidak
diperbolehkan suatu produk yang dikeluarkan mengagdriba. Riba adalah
tambahan yang diberikan oleh peminjam atas utanghg@gan berlalunya
waktu*®. Sehingga, hasil ataupun keuntungan yang didapatkeh pegadaian
syari'ah selalu konektif ataupun harus selalu diead dengan resiko. Hal ini
berbeda dengan pegadaian konvensional yang hanyaikik@n keuntungan
karena uang menjadi komoditas dan sedapat mung&mperkecil resiko yang
mungkin diterimanya.
Di dalam pegadaian konvensional akad (dalam balfsd) atau
kontraknya adalah pinjam-meminjam, sedangkan dlafegadaian syari’'ah

akad yang melekat adalah akad ijaroh (jasa titipan)

3 Peneliti, Wawancara, dengan wakil sekretaris BPH-DSN (Jakarta : DevBgariah
Nasional, 13 April 2011).
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Secara fatwa, pegadaian syari'ah tidak boleh merigibegadaian
konvensional. Tidak boleh dalam hal ini dikaitkeendan penjaminannya, karena
didalam gadai konvensional, administrasinya leb#sdp, jadi tidak boleh
berbanding lurus dengan pinjaman. Maksudnya, pexegeifee atau jasa titipan
tidak boleh berkaitan dengan bunga pinjaman tetapipersentase jumlah modal.

Tidak hanya masyarakat yang beragama muslim yamgimgen uang di
pegadaian syari'ah, tetapi masyarakat yang non imugiga banyak yang
meminjam uang di pegadaian syari'ah, karena makgar&ahudi maupun
Kristiani mengharamkan riba seperti halnya masyaratuslim.

Berbicara syari'ah maka harus terkait dengan fatatwa merupakan
hasil “ramuan” antara Al-Quran dan Sunnah. Prisgigri’ah: apa yang tidak bisa
dikerjakan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan sdtnya.

Prosedur Penetapan Fatwa
Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agataai Fatwa dipandang
menjadi salah satu alternatif yang dapat memecahkebekuan dalam
perkembangan hukum islam. Salah satu syarat mdwetafatwa yaitu harus
memenuhi metodologinfanhaj) dalam berfatwa. Metode yang digunakan oleh
komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dikak melalui 3 (tiga)
pendekatan yaitu pendekatan Nash Qath'’i, pendek@&ui, dan pendekatan
Manhayji.
Hasil dari industry, regulate¥ Pokja. Pokja :

1. CaseHearing dengan pemohon

2. Klarifikasi dengan pihak terkait

3. Draft Formulasi masalah

4. Konfirmasi para pihak

5. Formulasi masalah
Draft fatwa dari BPH> Pleno. BPH :

1. Kajian Hukum

a) Analisis Adilah

b) Analisis terhadap Aqwal

Industry and regulator hearing

3. Draft formulasi solusi

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011 Universitas Indonesia



62

4. Konfirmasi kepada regulator
5. Formulasi solusi/ draft fatwa
Draft fatwa dari BPH> Pleno. Pleno :
1. Presentasi draft fatwa oleh BPH
2. Tanggapan pleno (umum dan khusus)
3. Penyempurnaan draft fatwa
4. Harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain
5

. Persetujuan fatwa

Fatwa dan Regulasi Produk Keuangan Syari'ah

Fatwa MUI Komite Peraturan Bank

Perbankan Indonesia, Surat
Pasal 26 dan 32 Syariah Edara.n Bank
UU Nomor 21 Indonesia, produk
Tahun 2008 el Pasal 26 ayat 4 mapi  regulasi Bank
tentang dan 5 UU Nomor Indonesia lainnya
Perbankan 21 Tahun 2008

_ Misalnya : Kompilasi
Syariah Produk dan jasa
perbankan syari’ah

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN baru-baru ini yartangenai pasar modal,
asuransi, dan bank. Jadi, dapat disimpulkan baleti@slembaga keuangan yang
hendak meluncurkan suatu produk harus “mengantoiawa terlebih dahulu.
Untuk dikeluarkannya fatwa, maka harus ada permamoyang diajukan oleh
setiap pihak yang hendak memperoleh fatwa. Misairsggmtu pegadaian syari'ah
hendak mengeluarkan produk baru, maka dalam halpihak pegadaian
mengajukan permohonan untuk dikeluarkannya fatvedelah dikeluarkannya
fatwa, maka fatwa tersebut akan “diramu” lagi ol@awan Pengawas Syariah
yang ada di pegadaian syari’ah. Apabila fatwa tersdelum diregulasi oleh
pihak yang bersangkutan, maka yang tetap menjaginmya adalah fatwa DSN
itu sendiri. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ituléleu terus menerus, akan
tetapi terdapat kemungkinan untuk dilakukan reataupun perbaikan dari fatwa
itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yangadersesuai dengan

perkembangan zaman.
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Menurut Bapak Kanny Hidayah bagian DSN secara tpegadaian
syari’ah sudah murni syari’ah karena sudah sesragah fatwa-fatwa DSN yaitu
Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahmdeatwa DSN Nomor
26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas, akan tet@dgiam prakteknya beliau
tidak membenarkan atau tidak dapat menyatakan pegadyari’ah di Indonesia
sudah murni syari'ah atau belum karena dalam pkakianyak terbentur
hambatan-hambatan seperti regulasi, pajak darokladm atau orang-orang yang
ada di pegadaian itu sendiri. Bapak Kanny Hidayahgibaratkan:

1. Apabila ada dua orang, kedua orang tersebuta-sama menjual
minuman. Orang yang satu menjual minuman beralkdaol orang yang satu
menjual teh botol, kemudian orang yang menjuabiaiol bertanya kepada orang
yang menjual minuman beralkohol berapa keuntungamesjual minuman
beralkohol dapatkan karena si penjual teh botolhmetagangan yang dijual oleh
si penjual minuman beralkohol lebih laku terjudlp8njual minuman beralkohol
mengatakan bahwa keuntungan yang ia ambil adakthkednudian si penjual teh
botol melakukan hal yang sama dengan si penjualmeam beralkohol, yaitu 20%
tetapi walaupun keuntungan yang didapatkan olelu&eatang tersebut sama,
namun didalam Islam dilarang yang dinamakan memualiman beralkohol atau
minuman keras, jadi walaupun keuntungannya sama-s#ifo tetapi berbeda
dalam hal esensinya. Hal tersebut yang dinamakaari'ay. Walaupun
keuntungannya sama tetapi esensinya (barang yprajngia berbeda).

2. Apabila ada dua orang yang berbeda, katakaflaieminjam uang Rp
1.900.000,- dan orang yang satu katakanlah B. @eBiinjam uang Rp 500.000,-
, tetapi mereka sama-sama memiliki 10 garam entzegae jaminan hutangnya.
Seharusnya, dalam syari’ah jasa titipan untuk kemhamg tersebut sama, tidak
boleh berbeda. Hal ini disebabkan karena barang gigaminkannnya sama jenis
dan beratnya.

Perbedaan antara pegadaian syari'ah dan konveif$iona

Pembeda Gadai Konvensional Gadai Syariah

Istilah yang Bunga Tidak mengenal

*4 Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Drs. H.M. Nahar Nahrawi, S.H. (JakaRewan
Syariah Nasional, 24 Juni 2009).
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digunakan bunga (Riba)
(Basis)
Istilah yang Agunan Marhun
digunakan sewa
simpan dan
Pemeliharaan
Barang
Dasar Perhitungan % besar pinjaman Besar nilairtak
barang
Pengawasan Non pengawasan Ada pengawas
syari'ah syari’'ah
Perjanjian Pinjam uang rahn dan ijaroh
(dalam perbankan
syariah ada 3 akad
yaitu Qardh, rahn,
ijaroh)
Perhitungan Hari 15 Hari 10 Hari
Kelebihan Uang Menjadi milik Disalurkan ke Badan
yang tidak diambi Pegadaian Amal Zakat Infag dar

dalam setahun

Shadagah (BAZIS)

Wawancara dengan Bank Jawa Barat Syariah Bekasi

Bank Jawa Barat atau yang dikenal dengan Bank Jabarakai sistem syariah
sejak 20 Mei 2000. Bapak Arif Budiraharja seléwanch Manager Bank Jabar

Bekasi mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hadasar yang membedakan

antara Bank dengan sistem konvensional dan Bangatlesistem syariah. Hal

tersebut antara lain

1. Instrumen

Pada sistem konvensional dikenal istilah bungaa®gkhn dalam sistem

syariah hanya dikenal bagi hasil, nisbah, jual, ebfit margin, dan sewa

menyewa
2. Produk

Produk yang ditawarkan oleh Bank syariah lebih |udei pada

konvensional, sehingga tidak hanya terbatas pagiditksaja, akan tetapi

terdapat juga leasing, sewa menyewa dan gadai.

5 Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Arif Budiraharja. (Jakarta : Bank ald®arat
Syariah Bekasi, 28 Maret 2011).
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Sedangkan produk yang ditawarkan oleh Bank konweasiebih terbatas
yaitu hanya kredit saja.
3. Regulasi
Bank konvensional hanya berdasar pada regulasitagtoyang ada,
sedangkan pada bank syariah perlu dipertimbanglkan diperhatikan
adanya keputusan dari Dewan Syariah Nasional. §gaimpapun yang
akan dilakukan oleh bank syariah, harus memenytekasyariahnya juga.
contohnya di Bank Jabar syariah ini terdapat peifaakyaitu Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjaaggart dari Dewan
Syariah Nasional (DSN)
4. Culture
Hal ini tentunya pasti akan berbeda antara BankvEosional dengan
Bank Syariah
Adapun cara penghitungan pada bank syariah hadasalkan pada real cost atas
transaksi yang dilakukan, baik dalam akad mudh&érabausyarakah, maupun
sewa menyewa. Sebenarnya sampai dengan saatum laela bank yang benar-
benar murni menggunakan sistem syariah karenaisbdikyak Bank syariah pun
masih berdasar pada pasar konvensional yang médngdo@alen bunga.
Sehingga jika kita hendak menghitung nisbah, profirgin ataupun biaya sewa
menyewa selalu pada ekspetasi atau keuntungaturr() maupun profit
marginnya masih berdasar pada pasar yang mana pasdidasarkan atas
konvensional.
Pada gadai syariah, keuntungan yang didapat yaitubiaya sewa, sedangkan
pada sistem konvensional dihitung dari biaya moftalsalnya besarnya harga
taksiran emas akan menghasilkan nilai rupiah, nilpiah tersebut akan di charge
bunga). Hal ini tentu saja berbeda dengan sistanady karena dikenal adanya
dana kebajikan yang mana pinjaman uang tidak balidgébinkan, karena
kelebihan itu disebut bunga/ riba yang mana hakidak diperbolehkan dalam
sistem syariah. Oleh karena itu perhitungan diamaii sewa ijaroh atau sewa
penitipan emasnya.
Dalam perbankan syariah terdapat 3 akad, yaitu :

a. Akad mengenai pinjaman (Al Qardh)
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Merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihakkbdengan nasabah
mengenai pembiayaan ataupun penyaluran dana ydegkadin kepada
nasabah sebagai pinjaman tanpa imbalan.

b. Akad mengenai rahn (dalam hal ini karena emasi@gadaminan)
Merupakan suatu perjanjian penyerahan barang dasbah kepada bank
sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

c. Akad ijaroh (yang merupakan sewa menyewa untuktipeani barang)
Merupakan suatu akad pemindahan hak guna atasgodeari atau jasa
melalui pembayaran upah sewa atas penitipan barang.

Dalam hal terdapat pembiayaan yang bermasalah, Bab&r pada prinsipnya
sama dengan bank lain yang mana akan dilakukangpema secara intensif
terlebin dahulu, apabila hal ini telah dilakukatape tidak dapat terpenuhi maka
dapat dilakukan penyelesaian berupa eksekusi. B&sgkng dilakukan berdasar
pada UU Perbankan, yaitu pertama-tama dilakukaniasiederlebih dahulu
ataupun arbitrase. Apabila tidak juga ditemukanyplsaiannya, maka hal ini
akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang digplim adalah Pengadilan
Agama. Bapak Arif Budiraharja menyatakan sampaigdansaat ini belum
adanya pembiayaan yang bermasalah di Bank Jabar.

Manfaat dari adanya sistem syariah ini yaitu :

1. Dengan adanya sistem syariah ini, seharusnya kbdizn pihak harus
memahami, karena jika hanya salah satu pihak s&jg pnemahami, maka
pihak yang tidak memahami tidak akan merasa metkipananfaatnya.
Dalam sistem syariah ini diutamakan adanya traasardalam hal
apapun. Contohnya dalam htm and condition yang diberikan oleh
bank harus sepaham dengan kepentingan nasabamggehjangan
terkesan pihak bank membohongi ataupun menzhoksalmah. Sehingga
dengan demikian tidak ada yang ditutup-tutupi

2. Tidak adanya transaksi yang semu atau gamblingyastedemikian sistem
syariah ini diharapkan dapat menghindari adanyalahskonomi

3. Adanya keadilan yang dirasakan dari sistem bagiil.h&$al ini

dikarenakan bagi hasil merupakan ekspetasi yaragdilan pada kondisi
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riil di lapangan. Sehingga baik keuntungan ataukemugian, dirasakan
kedua belah pihak.
Adapun hal yang perlu dikembangkan dari sistemiglyani yaitu :
a. Edukasi
Sistem syariah ini tidak bisa berjalan sendiri sgépgang telah
dikemukakan di atas, yang mana dalam hal ini makgar harus
memahami terlebih dulu, oleh karena itu diperluledukasi terhadap
masyarakat yang dapat diberikan oleh pemerintahporauembaga-
lembaga yang berkompeten, perbankan pun jugatetais edukatif.
b. Regulasi
Perlunya diterapkan suatu peraturan yang sama afal antara
konvensional dengan syariah
c. Aspek produk
Seharusnya sistem syariah ini jangan hanya difbbagai lembaga sosial
saja, karena kadang-kadang masyarakat masih meya@rsgperti itu.
padahal sistem syariah ini merupakan bisnis amasehingga perlu
diciptakan produk yang memang selain mengakomodipeRtingan
masyarakat tetapi jugaofitable.
d. Institusional
Sampai dengan saat ini belum ada Bank syariah médara. Seharusnya
dari pemerintah mendirikan suatu bank syariah ysesar untuk dijadikan
sebagai acuan.
e. Belum terdapatnya hal untuk menjamin likuiditassatumber-sumber
dana
Dalam prakteknya, perbankan syariah lebih banyakyalarkan dana
dibanding menerima dana dari masyarakat, sehinggemtddikatakan
perbankan syariah terkadang kekurangan dana ustmbipyaan. Hal ini
berbeda dengan konvensional yang lebih banyak nmeamedana dari
masyarakat.
Bapak Arif Budiraharja mengemukakan bahwa perlakiikan sosialisasi oleh
semua pihak sesuai dengan peran dan fungsinya grasising, contohnya

pemerintah yang dapat diwakili oleh Bank Indonegaa ulama juga diperlukan
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campur tangan untuk memberikan pemahaman kepadgarakat, dan juga
perbankan melalui asosiasi-asosiasinya memberidakasi terutama di bidang

produk ataupun teknisnya.

Perbandingan Sistem Gadai Konvensional dan Syari’ah

Pengaturan mengenai gadai diatur dalam pasal 113@PER sampai
dengan pasal 1160 KUHPER. Sedangkan pengaturanema&ngadai syari’ah
diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NomofDEN-MUI/111/2002
tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional N&6&4SN-NUI/I11/2002
tentang Rahn Emas. Pegadaian yang sah dan diddagadembaga pegadaian di
Indonesia adalah lembaga Perum Pegadaian. BerdasBeraturan Pemerintah
pasal 7 huruf a dan b nomor 103 tahun 2000 terpengm pegadaian, pegadaian
memiliki maksud dan tujuan meningkatkan kesejaltermasyarakat terutama
golongan menengah ke bawah melalui penyediaan @&ndasar hukum gadai
dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkamtketn peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta menghindarkan mastaméi gadai gelap,
praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Namdalam prakteknya
pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga gangat memberatkan
masyarakat khususnya masyarakat menengah ke basvah gemang sangat
membutuhkan dana/pinjaman. Untuk memenuhi kebutumasyarakat didirikan
lembaga pegadaian syari'ah yang diharapkan mamponbargu masyarakat
menengah ke bawah dan masyarakat sendiri dapatlim@egadaian mana yang
sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

Pegadaian syari'ah tidak menerapkan bunga hanya gmspanan yang
nilainya lebih rendah daripada bunga, karena dds&am bunga adalah haram.
Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungargah interaksi sosial
(muamalah). Diantara perintah muamalah dalam Isldatah anjuran agar hidup
tolong-menolong antara yang satu dengan yang {amng yang kaya harus
menolong orang yang miskin, yang mampu harus metabang tidak mampu
dan saling bantu-membantu dalam kehidupan bermasytarBanyak cara untuk
menolong sesama antara lain dengan pemberianbéliadan pinjaman atau

utang-piutang.
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Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukuemmisjuga telah
mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepemtikgeditur dan debitur, agar
jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugitaupun saling
merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu,ndaltang-piutang, hukum
Islam memperbolehkan kreditur (murtahin) meminteabg (marhun) dari debitur
(rahin) sebagai jaminan atas utangnya (rahn), gghimpabila debitur itu tidak
mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan ljledl oleh kreditur. Hal
ini sesuai dengan sifat umum gadai itu sendirituyaak menjual sendiri barang
gadai. Sedangkan dalam hukum Islam konsep tersiteiial dengan istilah rahn
atau gadai.

Islam membenarkan adanya praktik gadai yalaukan dengan cara-
cara dan tujuan yang tidak merugikan orang laindabaliperbolehkan dengan
syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang ddadam merusak perjanjian
gadai. Kebolehan gadai dalam hukum Islam itu didasapada firman Allah,
seperti dalam surat Al-Bagarah (QS. Al-Bagarah ggat 283). Ayat tersebut
menyatakan jika kamu dalam perjalanan (dan bermai@mtidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, rhakdaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Berdasarkan pendapat Bapak Kanny Hidayah, bagiama®eSyari’ah
Nasional, didalam pegadain syari'ah tidak boleh gagwlung riba. Riba adalah
tambahan yang diberikan oleh pinjaman atas utandepgan berlalunya waktu.
Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh targsako, sehingga riba
dimungkinkan terjadi pada setiap transaksi perdgganataupun keuangan.
Dalam setiap transaksi keuangan, ketidakadilan fdakayang tidak mungkin
terjadi, karena banyak orang yang menginginkan tkewan dalam transaksi
keuangan. Pedagang seringkali menaikkan timbangark unencari keuntungan
atau menjual dengan harga yang tinggi tidak sedelagan harga pasar. Dalam
hal simpan pinjam, Islam melarang untuk mengenalemda jika hutang telah
dibayar, karena prinsipnya hutang dalam hal singaj@am adalah menolong
orang lain (tabarru), dan tidak dibolehkan mengak#intungan dalam tabarru.

Riba diharamkan dalam Islam. Pelarangan riba Setatdapat di dalam

AlQuran dan Al-Hadits. Qs. Al-Bagarah (2): 275 ngatekan bahwa orang-orang
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yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainls@ibagaimana berdirinya
orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huywamgna sentuhannya. Yang
demikian itu karena mereka menyatakan: “perdagangaisama saja dengan
riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagandmm mengharamkan riba.
Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadpegngatan dari Tuhannya
lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka bagianapa yang telah lalu dan
barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) makahti neraka akan kekal di
dalamnya. Selain itu, di dalam Al-Hadits dari Julaidinyatakan juga pelarangan
terhadap riba. Beliau menyatakan Rasullah SAW niangeenerima dan
pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yaemyaksikan. Beliau
besabda, “mereka semua sama-sama berada dalami AbSuran dan Al-
Hadits telah secara jelas menyatakan pelarangdradap riba karena riba
dianggap merugikan pihak lain dan tidak menolongngr yang mengalami
kesulitan. Orang yang menggadaikan barang milikngearti mereka memiliki
kesulitan ekonomi, dengan memberikan bunga kepaalagaersebut sama saja
mempersulit orang yang bersangkutan. Sehingga takeatru (tolong-menolong)
dalam hal ini tidak akan tercapai. Adanya pegadaiari’ah diharapkan dapat
membantu masyarakat golongan menengah kebawah Hdalggmjam-meminjam
uang, selain tidak adanya unsur riba/bunga yangyuligan masyarakat
menengah kebawah selain itu riba/bunga diharamignrhasyarakat Islam yang
sangat mendominasi di Indonesia. Selain mengunamgdilam hal tidak adanya
bunga hanya berupa jasa penyimpanan, dan pemeliha/ang nilainya lebih
rendah daripada bunga, berdasarkan SE No 18/UJ008/pegadaian syari'ah
memberikan diskon kepada rahin apabila rahin meminjang kurang dari nilai
taksir barang yang dijadikan jaminan rahin.

Dalam pelaksanaannya pelaksanaan gadai syari’atasiisoleh Dewan
Pengawas Syari'ah yang mengawasi penerapan ppnsigip hukum Islam
dalam gadai syari'ah. Apabila gadai syari’ah tidaknjalankan prinsip hukum
Islam atau keluar dari apa yang telah ditentukah &lewan syari'ah maka gadai
tersebut akan mendapat teguran bahkan akan digaibutmendirikan gadai
syari'ah apabila terbukti menjalankan usaha gagari'ah tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip dalam hukum Islam.
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Berdasarkan perkembangannya, Pegadaian konvendamalegadaian

syari’ah memiliki persamaan dan perbedaan, andama |

1.

Persamaan sistem gadai syari’ah dan konvensional

a. Prosedur untuk memperoleh dana di pegadaian komvehsdan
syari‘ah tidak sesulit memperoleh dana di Bank. Ideroleh
pinjaman dana di pegadaian sangat mudah dan degrana pada
prinsipnya pegadaian sendiri tidak mencantumkamagysyarat yang
cukup rumit seperti halnya di Bank. Pada dasarngaberian
pinjaman di pegadaian konvensional dan pegadagiialy, yaitu:

1) Calon nasabah langsung datang ke loket kasiuéem kasir akan
memberikan formulir permintaan pinjaman yang hatiisi oleh
nasabah. Setelah diisi oleh nasabah, formulir pgean pinjaman
tersebut diserahkan kembali kepada kasir beseetdiids (KTP)
milik nasabah dan barang yang akan dijadikan jamioné&h
nasabah.

2) Barang jaminan milik nasabah diteliti kualitasnyuntuk
menentukan berapa besar jumlah pinjaman yang dgberahin.
Pinjaman yang diperoleh rahin lebih kecil dari hpasar barang
yang digadaikan.

3) Kasir memberikan surat bukti pinjaman kepadanrglang berisi
identitas, tanggal kredit, tanggal jatuh tempo,abega taksiran,
dan besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah.

4) Kasir memberikan surat bukti pinjaman dan uamgaman yang
diinginkan oleh nasabah. Surat bukti pinjaman yaligerikan
kepada nasabah tidak boleh hilang, karena surati bu&dit
tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk menkarteng
jaminan milik nasababh.

b. Adanya agunan sebagai jaminan hutang.

Nasabah yang ingin meminjam uang baik di pegadiignvensional

maupun syari'ah harus menyerahkan jaminan sebagangan/marhun

apabila si nasabah tidak mampu membayar hutangrkganddian
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hari. Agunan/barang jaminan tersebut tidak boleteb&é&ngan dengan
hukum, selain itu, barang jaminan harus bernilai loberwujud.

c. Pada prinsipnya, pegadaian tidak boleh mengambihfaaé& dari
barang yang digadaikan. Baik pegadaian konvensianaupun
syari'ah tidak boleh mengambil manfaat dari bargagg digadaikan
oleh nasabah misalnya, barang jaminan milik nasatiabwakan
kepada pihak lain. Pegadaian harus merawat darageebarang yang
dijadikan jaminan atau yang telah dititipkan oletlsabah agar barang
yang dijadikan jaminan tidak berkurang nilai daiglkeaannya. Status
barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dagaedmanat bagi
penerimanya.

d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh peinglaelai.

Biaya administrasi, cicilan, perpanjangan sampaigda pelunasan
barang jaminan ditanggung oleh pemberi gadai.

e. Apabila batas waktu uang pinjaman telah habis, roargang
digadaikan boleh dijual atau dilelang. Nasabahktidaleh menuntut
apabila pegadaian melelang barang jaminan milabah, karena
dengan menandatangani surat permintaan kredit alasallah terikat
pada perjanjian yang sudah ditentukan oleh pegadBiadalam surat
bukti kredit/pinjaman juga dicantumkan sebuah kKidasapabila
sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidaknai atau
diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang gémberi gadai
pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi hutapgngka baik di
pegadaian syari'ah maupun pegadain konvensionatritehkan
untuk melelang barang agunan/marhun.

Dari keterangan diatas, penulis setuju bahwa sisteemjaminan gadai
konvensional dan syari’ah mulai dari proses pemabepinjaman sampai dengan
pelelangan barang jaminan baik dalam pegadaianek@mnal dan syari'ah pada

prinsipnya sama.

2. Perbedaan sistem gadai konvensional dan syari’ah

Selain memiliki persamaan, pegadaian syari’ah jaganiliki beberapa
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perbedaan anatara lain:
a) Akad atau perjanjian

1) Gadai konvensional hanya memiliki satu akad aiaganjian yaitu
perjanjian gadai. Perjanjian gadai konvensionaaufigarkan sebagai
perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan permapp&oknya adalah
perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan adieigerak.

2) Gadai syari'ah memiliki tiga macam akad, yaitkac rahn (gadai
syari'ah), akad ijaroh (jasa simpan) dan akadhatllg. Yang dimaksud
akad rahn yaitu pihak pegadaian menahan harta miligeminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanyakPyang menahan
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali selatsu sebagian
piutangnya. Dengan akad rahn ini pihak pegadaiahakemenahan
barang yang dijaminkan sebagai jaminan atas utangeminjam.
Sedangkan akad ijaroh merupakan akad pemindaharginak atas
barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sempa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya ters€engan
akad ijaroh ini pihak pegadaian juga dimungkinkartuk menarik
sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasgha telah
melakukan perjanjian atau akad.

Melalui akad rahn dan ijaroh, nasabah menyerahkarang
bergerak dan pegadaian menyimpan dan merawatnya feswpat
yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yangul akibat dari
proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biayg yagliputi nilai
investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dasellruhan
proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan haggadaian
mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dangah yang
disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian yang dimaksud dengan akad al gardh ra&amp
pemberian pembiayaan kepada orang lain yang dapsgitd atau
diminta kembali. Dengan kata lain akad ini beraméminjamkan tanpa
mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip akad landaerbankan

syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasgdrag sangat
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memerlukan dana, terutama kepada nasabah yanggkomampu atau
usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disedebahan, namun
biasanya bank mengenakan uang administrasi yaminyal relatif

kecil dan meminta jaminan.

b) Sewa modal atau ijaroh

1) Sewa modal di Pegadaian konvensional dihitungldsarkan nilai
pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Semakin bamya#tal yang
dipinjam semakin banyak pula sewa modal yang akbaydr oleh
nasabah. Pihak pegadaian konvensional juga telaietaqgkan secara
pasti berapa jumlah sewa modal yang harus dibdghrpara nasabah.
Prosentase sewa modal ini telah ditetapkan beldasaiSurat
Keputusan Direksi Perum Pegadaian nomor: SE.16/Q211/2001
tentang prosentase sewa modal pinjaman terhadsipatiak

2) ljaroh (jJasa simpanan) di pegadaian syari'diituing berdasarkan nilai
taksir barang jaminannya (marhun). Pegadaian syatitlak mengenal
istilah bunga atau sewa modal, karena bunga diHaamalam Islam,
tetapi rahin/peminjam dibebani biaya penyimpanayadpengurusan,
biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta adrasiist

C) Perhitungan hari

1) Pegadaian konvensional menetapkan waktu atas seedal yang
harus dibayar oleh para nasabah. Nasabah wajib ay@nksewa
modal setiap 15 hari sekali selama barang jaminasilmdijaminkan
di pegadaian dengan jangka waktu jatuh tempo 4nbadau 120 hari.
Bunga gadai atau sewa modal yang harus dibayarnalshbah tidak
boleh lebih dari hitungan hari ke lima belas (18 bakali), sebab jika
bunga tersebut dibayarkan pada hari ke enambedssiriya bunga
akan naik dua kali lipat (kelebihan satu hari atdmtung 15 hari).

2) Pegadaian syari’ah menetapkan waktu atas i@geolgan jangka waktu
10 hari. Mengenai besar kecilnya tarif ijaroh ydragus dibayar oleh
rahin tergantung pada besar kecilnya pinjaman \diledkukan oleh

rahin.
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Uang kelebihan hasil lelang

1) Pegadaian konvensional, menetapkan apabila katebihan hasil
lelang dalam satu tahun tidak diambil, maka uarigbiean tersebut
akan menjadi milik pegadaian. Uang kelebihan tersethitung dari
hasil penjualan dikurang uang pinjaman, sewa moskatta biaya
lelang.

2) Pegadaian syari’ah, menetapkan apabila uandpikele lelang dalam
satu tahun tidak diambil, maka uang kelebihan berseakan
diserahkan kepada Lembaga Badan Amil Zakat Infagy $faadaqgah
(BAZIS). Uang kelebihan tersebut dihitung dari hapenjualan

dikurang uang pinjaman, jasa penitipan serta delgag.

Sosialisasi Keberadaan Pegadaian Syari'ah
Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didotehgperkembangan
dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syarildhdirnya
pegadaian syari'ah sebagai sebuah lembaga keuafogaral yang
berbentuk unit dari pegadaian merupakan suatu daj Ypaik. Pegadaian
syari’'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalanukgemberian uang
pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan bekdasdaukum
gadai syari'ah. Berdasarkan data hasil wawancanagade beberapa
narasumber dan hasil penelitian yang dilakukan gbenulis, dapat
dikatakan dalam proses pengembangan pegadaian’abyagrdapat
beberapa kendala yaitu :

1) Pegadaian syari'ah relatif baru sebagai suatu msisteuangan,
sehingga hal ini menjadi suatu tantangan terseidigi pegadaian
syari’ah untuk mensosialisasikan syari’ahnya

2) Masyarakat kecil belum terbiasa dengan produk rdhhembaga
keuangan syari'ah. Hal ini dikarenakan fasilitasibaang mewah
menimbulkan hambatan psikologis tersendiri bagyaakecil

3) Kebijakan pemerintah tentang gadai syari'ah beluepeauhnya

akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syari’ah
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4) Keberadaan pegadaian konvensional di bawah Depamtéfauangan
mempersulit posisi pegadaian syari'ah jika hendaknisiatif untuk
independen dari pemerintah pada saat pendiriannya.

5) Kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengggaimana
operasionalisasi pegadaian syari'ah yang seharudaya sekaligus
memahami aturan islam mengenai pegadaian

6) Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakatgeman
bahaya bunga

7) Kurangnya peraturan yang mengatur pelaksanaan @anbipaan
pegadaian syari'ah

8) Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwarakislaa
pegadaian syari'ah hanya diperuntukkan bagi untehis

9) Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui kebamguegadaian
syari'ah

Dengan melihat adanya kendala-kendala yang timbuwland

pengembangan pegadaian syari'ah, pengenalan damhpeman serta

pengertian masyarakat terhadap karakteristik, meka dan jenis

produk merupakan salah satu kunci dari kemajuapataperkembangan
dari pegadaian syari'ah. Untuk itu diperlukan susttategi ataupun usaha
yang harus dilakukan secara intensif, konsisten, lmerkesinambungan.

Adapun strategi maupun usaha untuk tetap mensesétan keberadaan

pegadaian syari’ah, antara lain :

1. Dibukanya kantor cabang pegadaian syari’ah lebimydla lagi,
khususnya di daerah pelosok di seluruh Indoneshin ditujukan
agar masyarakat di daerah tersebut dapat mengek@angsaha
mereka. Pembangunan kantor pegadaian syari’ah hdikaa dari
tempat yang satu ke tempat yang lain hanya berfardk, sehingga
masyarakat di daerah tersebut dapat mengaksesrdengiah.

Selain itu, cabang pegadaian sebaiknya juga dillikanal-mal
besar di Indonesia, sehingga seluruh kalangan masta dapat

menggunakan jasa gadai syari’ah

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011 Universitas Indonesia



2.3

231

1

Mensosialisasikan lewat seminar, artikel, iklanaugiun media,
misalnya dengan diterbitkannya buku kodifikasi piodperbankan
syari'ah oleh Bank Indonesia. dengan begitu, maggdrdiharapkan
dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jetsdang fitur
produk bank syari'ah, baik yang ada di sisi pendangpasiva)
maupun yang ada di sisi pembiayaan (aktiva)

Memudahkan prosedur untuk mendapatkan dana, sehidgggan
demikian masyarakat dengan sendirinya akan lebihihtepegadaian
Dibuatnya peraturan pemerintah atau Undang-Undaegadiiian
Syari'ah oleh Pemerintah untuk mengakomodir ketsaadegadaian

Syari'ah.

5. Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan |ebilegsional

6. Mempertahankan surplus pegadaian Syari'ah dan téersisaha

7.
8.
9.

meningkatkannya
Memasarkan produk baru yang menguntungkan
Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarangrasarana

Membuat posisi keuangan yang likuid dan solvable

10. Meningkatkan komposisi barang gadai (Marhun)

11.Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus deskan dengan

penggunaan dana dan lain-lain

Parate Eksekusi terhadap barang yang digadaikan daim hal terjadi

pinjaman tidak terbayar atau macet

Parate Eksekusi Gadai Menurut Hukum Perdata
Pasal 1155 KUHPER menentukan :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikaainl maka si
berpiutang adalah berhak jika si berhutang atagpesnberi gadai
bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditertuampau atau
jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktelah dilakukannya
suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menarahlg gadainya
dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setemptda s¢au
syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud amebil pelunasan
jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dariggaten penjualan
tersebut.

Yang dimaksud “suatu peringatan untuk membayasindiadalah

somasi yang didasarkan pada hukum perdata yangip@aaga dilakukan
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secara damai. Sedangkan penjualannya dapat dilakoiaalui lelang
ataupun dapat menjual secara langsung apabiladigakjanjikan laifi°.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-baraggrdmn atau efek-
efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau dabaraka penjualannya
dapat dilakukan di tempat tersebut asal dengannfz@emn dua orang
makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barak@iena ditakutkan
pemegang gadainya tidak mengerti mengenai halterse

Berdasarkan Pasal 1155 KUHPER dapat disimpulkdrwlaPasal
1155 KUHPER merupakan ketentuan yang bersifat mbahm
(aanwvullend-recht), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dam h
para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebutkamaarulah Pasal
1155 KUHPER berlaku yang mana jika si berhutang g&mberi gadai
wanprestasi, maka pemegang gadai berhak untuk aldmuang gadai di
depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syaram@ateJadi sejak si
berhutang wanprestasi, maka lahirlah hak tersekrgditor pemegang
gadai oleh Undang-Undang (Pasal 1155 KUHPER) dilBekuasaan
untuk melakukan parate eksekusi yaitu eksekusirgeserta merta yang
dapat dilakukan tanpa perantaraan/bantuan pengadfarate eksekusi
pada lingkungan pegadaian sebenarnya terdapatedeamtum di dalam
Perjanjian Gadai, yaitu pada Surat Bukti Kredittéeg Perjanjian Kredit
yang menjelaskan mengenai tarif sewa modal, jangk&tu kredit,
tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan.

Apabila dalam hal para pihak yaitu kreditor dabitte telah membuat
perjanjian bahwa kreditor tidak boleh melakukan pakate eksekusinya,
maka kreditor dalam hal debitor cidera janji tidd&pat melaksanakan
parate eksekusi.

Pasal 1156 KUHPER menentukan :

Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si perghdsi cidera janiji,
si berpiutang dapat menuntut/ minta di muka hakupaga barang
gadainya dijual menurut cara yang ditentukan olakirh untuk
melunasi hutang beserta bunga dan biaya atau hatl@sntuntutan si

8 Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Samsuri,S.E, Asisten Manager UsaitaiG
(Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kramat Ray&ebtuari 2011).
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berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetaptalam putusan
hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya

Jadi dalam hal kreditor pemegang gadai tidak mé&au aidak
dapat/tidak boleh menggunakan/melaksanakan hakepaiesekusinya,
kreditor pemegang gadai selalu dapat meminta/mahuikepada
pengadilan untuk menentukan cara penjualan obyeKaigatau
menentukan obyek gadai dimiliki oleh kreditor pewreg gadai sebagai

pelunasan sebagian atau seluruh piutangnya.

2.3.2 Parate Eksekusi Gadai Menurut Syari’ah Islam
Firman Allah QS. Al-Bagarah (2) : 282 digunakanaggh dasar dalam
melaksanakan eksekusi terhadap barang yang digedaiabila terjadi
pinjaman tidak terbayar. Ayat tersebut menyatakan

Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalahktisiacara tunai
sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis, rdardaklah seorang
penulis diantara kamu menuliskannya dengan benan. jBnganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah aj@mhk@nnya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yagrputang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hetadaka bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia menguraegikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu oraaggylemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengikalak maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Darsgiesikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelakn{dramu). Jika tak
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lela dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, suplega&eorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah sadsi- itu
enggan (memberi keterangan) apabila mereka diplanigg janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupunabesampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adisdi Allah dan
lebih  menguatkan persaksian dan lebih dekat kep#édak
(menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’amalahmg), ikecuali jika
mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalamkamtara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidakuhisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jaladapenulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukgang demikian),
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikda @@imu. Dan
bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu; danatllMaha
Mengetahui segala sesuatu.
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Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dalam ak@udan berbicara
soal hak manusia yaitu memelihara hak keuangan arelsyt. Ayat ini
menjelaskan cara yang benar bertransaksi supagaaksi masyarakat
terjauhkan dari kesalahan dan kedzaliman dan keiiad tidak merugi.
Syarat-syarat yang ditetapkan oleh ayat ini untidndaksi dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual betarse hutang,
haruslah tertulis dan berdokumen
2. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yangadresaksi, namun
berpijak pada pengakuan orang yang berhutang
3. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjamamskah
memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebemamenjaga
kejujuran.
4. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercalga kedua pihak
yang menyaksikan proses transaksi
5. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan rg@asaksi sudah
mencukupi
Bapak Kanny Hidayah Y, SE, MA selaku wakil sekristaBPH-DSN
mengatakan bahwa eksekusi merupakan suatu ken@stgagghingga
eksekusi dalam gadai menurut syari'ah islam bulardasuatu yang
haram akan tetapi suatu kewajiban yang memang lilpesuhi. Hal ini
dikarenakan suatu hutang seseorang akan dibawaasaikipr hayatnya,
oleh karena itulah ketika seseorang meninggal waarigu sebelum
dibagikan kepada para ahli waris, dikeluarkan untukmbayar hutang
dari pewaris terlebih dahulu. Sebenarnya tidak petaturan baku yang
mengatur mengenai eksekusi tersebut, hanya pereaga dalam
eksekusi gadai syari'ah yang didasarkan pada Q®adhrah (2) : 282,
diberikan waktu tangguh sampai dengan seseorasgbigr menyatakan
ketidaksanggupannya untuk membayar. Setelah peaaryatersebut
diungkapkan, maka dilakukan eksekusi melalui lelatagipun dapat juga

dilakukan penjualan secara langsung.
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Dalam prakteknya terkadang ditemukan nasabah yasgpu akan
tetapi menunda-nunda pembayaran. Oleh karena ik mencegah
kejadian tersebut, dikeluarkanlah Fatwa Dewan Sjailasional Nomor
17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mamlang
Menunda Pembayaran. Dalam fatwa dinyatakan bahwabah mampu
yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak nmgmipkemauan
dan itikad baik untuk membayar hutangnya, bolehemilkan sanksi.
Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta'zir yanglgeen agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksgydikenakan dapat
berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentakas dasar
kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatadgaa yang berasal
dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lelang merupakanusoakanisme
parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadaumehukum perdata
maupun gadai menurut syari'ah islam. Hal ini didesa atas
pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah,aimudan tidak
melalui proses yang berbelit-belit. Yang dimakswhghn lelang yaitu
suatu penjualan barang yang terbuka untuk umum astemq@enawaran
harga secara tertulis dan/ atau lisan yang senmagmngkat atau menurun
untuk mencapai harga tertinggi yang didahului deng&ngumuman
lelang. Menurut pedoman operasional Kantor Cabaga®aian, Lelang
adalah upaya pengembalian uang pinjaman besertarsedal, yang tidak
dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaihdilakukan dengan
penjualan barang jaminan tersebut kepada umum wadtu yang telah
ditentukan.

Lelang gadai merupakan salah satu jenis lelangkelks sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan MentetakKgan Nomor
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelahrtal ini
dikarenakan barang gadai yang menjadi jaminan dgkuhai bukan milik
pemegang gadai, melainkan milik si pemberi gadaialab

pelaksanaannya lelang gadai dipimpin oleh Pejale¢ainly, akan tetapi
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disupervisi oleh pihak dari pegadaian. Adapun ¢uas lelang tersebut,

antara lain :

1. Penjual/ pemilik barang mengajukan surat permohaemara tertulis
kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Nedd?2L(N) atau
pemimpin balai lelang.

2. Kantor lelang akan meneliti mengenai kewenangan panjual yang
dilihat dari dokumen kepemilikan, keabsahan objelarig. Setelah
penelitian berkas sudah dilakukan, maka ditetapkafdwal lelang.
Daftar ataupun jadwal lelang dapat dilihat padaiapetcabang
pegadaian, dan bagi masyarakat yang tertarik dapgsung datang
dan mengikuti lelang tanpa menggunakan uang jaminan

3. Dalam pelaksanaan lelang gadai, barang akan dikawagecara lisan
meningkat #&scending auction). Cara ini diharapkan agar dapat
diperoleh harga tertinggi atas objek lelang gadesetbut sehingga si
pemberi gadai dapat melunasi hutangnya dan menggkdan semua
pihak
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BAB Il
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maat dlisimpulkan

sebagai berikut :

1.

Perbedaan pelaksanaan gadai antara sistem gadansbonal dan sisten
gadai syari'ah, terletak pada dua hal, yaitu akasgydigunakan dan
pengenaan biaya. Pada sistem gadai konvensiongh lthkenal satu akad
yaitu akad/perjanjian gadai sedangkan dalam sigf@dai syari’ah dikenal
tigsa akad, yaitu akad rahn (pinjam-meminjam), akachh dan akad al
gardh. Pengenaan biaya antara sistem konvensiamalbprbeda dengan
sistem gadai syari'ah. Pegadaian konvensional mekaloe pengenaan
bunga terhadap pinjaman yang diberikan kepada absatang dimaksud
disini yaitu nasabah harus membayar tambahan s#jumdng dari pokok
hutang. Sedangkan pada Pegadaian syari'ah tidakistgan bunga. Hal ini
sesuai dengan pelarangan memungut bunga dalantdegkonomi yang
berdasarkan hukum Islam. Rahin tidak dikenakan auetapi dikenakan
biaya sewa tempat untuk menyimpan barang gadabidgma pemeliharaan
selama barang gadai berada di tangan murtahin.et@ab lain antara
Pegadaian konvensional dengan Pegadaian syariglabagada Pegadaian
syari’ah terdapat Dewan Pengawas Syari’ah yang maeygy peran sebagai
badan independen yang ditempatkan oleh Dewan &SkaNasional pada
lembaga keuangan syari’ah.

Dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau makang merupakan
suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakardbkikn gadai menurut
hukum perdata maupun gadai menurut syari’ah islatakumengupayakan
pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, tidal dilunasi
sampai batas waktu yang ditentukan.. Hal ini dida@saatas pertimbangan
bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidalalui proses yang
berbelit-belit. Adapun cara yang digunakan oleh kbayariah dalam

menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah vyaitu aditakukan
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penagihan secara intensif, apabila masih tidaketerpi maka dapat
dilakukan penyelesaian berupa eksekusi. Eksekung gdakukan berdasar
pada UU Perbankan, yaitu pertama-tama dilakukanasietérlebin dahulu
ataupun arbitrase. Apabila tidak juga ditemukanypkssaiannya, maka hal
ini akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yanglidigbun adalah

Pengadilan Agama.

B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membedansaran sebagai

berikut:

1. Pegadaian syari'ah hendaknya menambah jumlah caymmy tersebar di
seluruh wilayah Indonesia sampai dengan ke daergtericil sehingga
tercapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Seluruh karyawan pegadaian hendaknya dalam mekglanugasnya
mengikuti ketentuan dan norma-norma yang ditetapt@musahaan, teliti
atau hati-hati dalam menaksir barang jaminan atachom serta bekerja
untuk perusahaan dengan itikad baik, agar tidgadie gadai bermasalah
berupa kredit atau pinjaman taksiran tinggi, gdkif, maupun numpang
gadai.

3. Sebaiknya masyarakat lebih memilih pegadaian sffanintuk meminjam
uang, karena pegadaian syari'ah lebih membantu analsyt menengah
kebawah, selain tidak adanya bunga, hanya sewa lfijeodé yang lebih
rendah daripada bunga, pegadaian syari'ah memberikskon apabila
pinjaman yang dipinjam kurang dari nilai taksir @y jaminan.
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Kedua

penyvimpanan tetap menjadi kewajiban

Fafin

L Besar bava pemeliharaan dan penyimpanan
Marfiin tidak beleh dientukan berdasarkan
itmlah pinjaman,

3. Penjualan Marhun

a. Apamla jatuh tempo, Murtahir harus
memperingatkan Rafiin untuk segera
melunas: utangnya,

b Apabila Ralin tetap tidak dapat melunasi
utangnva, maka Marhun dijual paksa/

dieksekusi melalui lelang sesuai syariah,

r. Hasil pemjualan Marnun digunakan
urituk  melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum-dibayar serta biava penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik

Rahin dan kekurangannva menjadi

kewajiban Rahin.

Ketentuan Pernutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan
rmﬂ.%cmE,_E atau jika terjadi perselisihan di
antara  kedua belah pihak, maka
penyelesaianaya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
-kesepakatan melalul musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan jika di kemudian hart
ternyvata terdapat kekeliruan, akan diubah

dan m_mmﬁ Turpakan mmcmn 13-TTTIA 53:5 a.

Fiym, ‘an Masional MU

..... S T T S R

24 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESEA

Ketua, Sekretaris

M2y,

-

KH LA Sshal Machitudh Prad Diro H AL Din Svamsuddin

i _.
R Demoiae Sy we Masioal MU
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?hﬁ,m LIS ULAMA TNDONESIA

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/ DEN-MUI/ T/ 2002

Tentang,

RAHN

BT x_l uq.

P P
Dewan Syariah Nesional setelah, .
Menimbang  : & bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan

keuarigan vang menjadi  kebutuhan
masyarakat adalah pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan
utang;

b bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS)
perlu merespon kebutuhan masyarakat
tersebut dalam berbagai produknya;

¢. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesual
dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewa
Syariah Nasional memandang perlu
— menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman
tontang Rahw, yaitu menahan barang sebagai
jaminan atas utang.

Mengingat © 1. Firman Allah, Q5. Al-Bagarah [2]; 283;
S L TR s e TR
i Ry
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"Sesutgpuhnya Rasulullah s permali

wembe i makanan detigan berutang dar seorang
Yirfzeedi, e Wah E?,_Raam.qa_,._:_ sefuealt bafu best
Kepadmnwl,

L

Hadis Nabi miwayat al-Syvafi’i, al-Daraquthni
dan lbnu Maiah dari Abu Hurairah, Nabi
saw. bersabda:

“Tidak terlepas kepemihikan barang gadai dari
vemilik yang menggaduikannuya. i :__::E:z.u:
maninat dan menanggung resivonyn.”

4 Hadis Naoi riwayat Jama'ah, kecuali Mus-
lim dan al-Masa’i, Nabi s.aw bersabda:
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Memperhatikan

(S5 ]

¢ aHg aigaderkan .anﬁa_, [ q_w__m,wﬁ
susunya dengan menanggung biayanva. Orang
vany menggunakan kendaraan dan memerah
susi tersebut wajib menanggung biaya perawatan

aon pemeliharaan,”

Iima:

Fara ulama sepakat membolehkan akad Rahn
(al-Zahaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,
1985, V:181).

?

F.aidah Figih:
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Pada desarnya segala bentuk muamalat boleh
dilakukar kecuall ada dal
i

ARy

il yang mengharam-

Penadapat Ulama tentang rahn antara lain:

ur_ . \\ ..._h.h._..\..m”p .......n-..
.b.l:_ru... LL;L_EC.“._..;LT;F.__.»_.
.....1 - n.._u rm..h = k- L= m. =

_..._..1_ N _l_.h_ k .ﬂ = _.m.x___l...w _lLJ_ Jw.?_,__u_ u,._hrl.__.u.r__
.

Mengenai dalil ifma” ummat Islam sepakat (ijma’)
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/
penjarnnen dimg) diperbolehian

g Ty e A e ¥ Wil =k 1 24
L e A Y L gl 5 e

I i . RTRE L
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Pembert gadat boleh memanfa’atkan barang gada
secara pemih sepanang hdax mengakibatkaon
fre=byran grva (nilat) barang gadm fersebut

puran Faoea Detomi fuarr ol SNogigne] MU

Menetapkan

Pertama

Kedun

- ATEETE (R TR T M e S BAN
3 1 r -
i =
1 [
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31t

Mayorttas Ulama selain mazhab Hanbali
berpendapat bahwa penenima gadar hdak boleh

semnan faatkan barang gadar sama sekalt

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan
Syari’aly Nasional pada hari Kamis, 14
Muharram 1422 H./ 28 Maret 2002 dan hari
Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 FL / 26 Juru 2002

MEMUITTSKAN

FATWA TENTANG RAHN

Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang
sebagal jaminan utang dalam bertuk Rahrn
dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikat:

Ketentuan Umum

1

}Aurtehin (penerima barang) mempunyai hak
untuk menahan Marhun (barang) sampai
semua utang Rehin (yang menyerahkan
barang) dilunasi,

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik
Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin
Rahin, dengan tidak mengurang nilai Marfun
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biava pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin,

Hinmminme Fatua Dewnn Spart'al Masia pl ML

., Indra wiguna, FHUI, 2011
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MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
EWAN SYARIAH NASIONAL
/ ymor: 26,/ DSN-MUT/TIL/ 2002

(RIEPRS

Tentang
RAHN EMAS

T s e | P it
Dewan Svariah Nasional setelah,
Menimbang a. bahwa sajah satu bentuk jasa pelayanan vang

menjad: kebutuhan masyarakat adalah
Rahn, yaitu menahan barang sebagaj
jaminan atas utang;

o

bahwa bank syari’ah perlu merespon
kebutuhan masyarakat tersebul dalam
berbagai produknya;

¢ bahwa masyarakat pada umumnya telah
lazim menjadikan emas sebagai barang
berharga vang disimpan dan menjadikannva
objek rahn sebagai jaminan utang untuk
ﬂcﬁcm_um_fmm _u::m:,aj uang,

d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai
dengan prihsip-prinsip syvariah, Dewan
Syariah Na sional HnHuH,__u_..me perlu
menetapkan fatwa tentang hal itu untuk
dijadikan pedoman, i

Mengingat 1, Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 283-

|y
L) FA

gk Fabea Do Svyar 't Nasiomal MU

Lt

Fd

2l

Ry (T o i
neunan Fobig Dewati Sya

LEsTT

SR U T
Dian apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
trdge memperaleh seorang Juru tulis maka
hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang..

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim
dar " Alisyah ra, ia berkata:

\\_ .._...-.u
.xi...hrw.i:.r thE_rmrtE_ sy O
R " Frrax _..n =
REERE _.....1p _..u.LL ;.EC.“ _rm... _..m.u rT

LI g ¥ .

Sesungguhnua Rasulullah s.a.wo pernah membel

rmakaram dengan berutang dart seorang Yahudi,
dan Nabi menggadatkan sebuah baju besi
kepadanya.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi

saw: bersabda: v
] .._h_ y Par s =

s 4l an rm.r__ ._Fu._.lu_ o .......L__

¥ =
RN B

ey
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dart
pemilik yang menggadaikannya. [ memperoleh
manfaal dan menanggunyg restkonya.”
Hadits Nabri riwayat Jama'ah, kecuali Mus-
lim dan-al-Nasa'i, Nahbi s.a.w. bersabda:

i s W U6 i L

rl& ..m.r__ rm_..U ;.:LH.L r._“h.w.h,....[k....._

i Bt

rialt Masional AU

., Indra wiguna, FHUI, 2011
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Memperhatikan -

Menetapkan

Pertama

g ternak yanye digadaikan ¢ mat diperah
ya dewgan menanggung b ya. Bagi
ang menggunasan kendaraan memerah

&, Ijma'

Fara ulama sepakat membolehkan akad Rahn
(al-Zuhail, al-Figh al-lslami wa Adillatuhy,
1985, ¥ 181).

&, Kaidah Figh

a - i po»
PE i

e D e 15 N Oy

¥

e $ el ik
PN |, Sy (2 )
¥ e

Fada dasarnya segala beniuk muamalat boleh
dilakichan kecuali  adg
mengharamkannyn.

ang

. ESarat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/
DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang
Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
fasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28
Maret 2002 M.

]

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG RAHN EMAS

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip
ahn-(lihat Fatwa DSN nomor: 25/ DSN-

MUT /I /2002 tenitang Rahn},

Ongkas dan biaya penyimpanan barang

(marhun} ditangzung eleh penggadai (rahin)

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2

Fx

e

Himprinar Fakwes Deawan Syar nh Nasioaal ML

e e S e oy

medua

Ketua,

SET— o i P Y AR S T B

nyata-nvata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun)
dilakukan berdasarkan akad ljarah.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dhtetapkan di Jakarta )
Tanggal 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2000M
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris,
= .

¥

K.H. M.A, Sahal Mahfudh

Prot.Dr.H.M. Din Svamsuddin

Ly

Aimpunmn Fabea Dewan Syad ol Nesvmal MUY

T A TR e W T

., Indra wiguna, FHUI, 2011
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DEWAN SYARPAH NASIONAL
MAIELIS ULAMA INDOMNESIA

FATWA

DEWAN SY AR AH BASIOMNAL
B 09/ T¥MN-RULA S 2000

lentang

PEMBIAYAAN [JARAH

[ewean Syvari’aby Masional setelah

Menimbany, a

ol

RS, RS T

bahwa kebuiuhan masyarakal untuk
memperoleh manfaal suatu barang sering
memerlukan pilink lain melalod akad (ival,
vaitu akad pemindaban bak guna (manfaat)
atassualy barang dalam waktu lectantu
dengan pembavaran scwa (uiral), tanpa
ditkuti dengan pemindalion kepemilikan
barane it sendoes:

bahuva masyarakal seving juga memerlukan
jasa pibak lain guna melakukan pekerjaan
tertentu dengan pembayaran upal (uflyfee)
melalui akad o

bBakwa kebutuban akan ifaraft kini dapat
dilayani aleh fembaga keuangan syvari’ah
(LES) melalul akad pembiavaan ijarah;
babwa agar akad tersebut sesuai denzan
aaran Islam, DSHN memandang perlo

Mg Falia Deiven Syars al Nasions! 0141

SR — e

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011
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mlengingal

FIREN R Y S

menctapkan fatwa tentang akad faraby untuk
dijadikan pedeman aleh LES.

Firman Allah S, al-Zukheaf [43): 732

P . w8 d 7 i ] ' A e g
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“Apakalt mereka iy lr-'r'.'.l|.|'n',‘5'*‘f"“-irr.;'.ﬁ“ raftnd
Tiehanmee? Kame telah mienestukan antara
mercka penghidupan wereka dalam keliidupan
durein, dan Kana telah ?rre_'.lrz'.ltggihl.'r 54?-!-‘-'!3‘!1!”
mereka dlad Sc'fiﬂll;":-'z.'l LERLER'S Tiiin ﬁr!fﬂ’rﬂp.‘r nrernju.',
agar scha gran mereka dapal mempergunakan
sebagan wing lame Dan orahemat Tuhan febih
bak: dar apa s werekd Kuempuelian”

Firman Allah (35 al-Raqarah [2]0233;

- " "
a9 2 R o

3 wSGie sk wo LS AT Gl B
v . Woe Tx P e
F] FE L SR 3 e ) SR el T 1 |,_.J_,

JReT 1) .J;Ju-.ﬂ.;ln.-n__

Adan ke kA degdr apakm disusuian oleh
araliy faii, fadal desa byl apabile kamu
memmberikan penbayaran menvrut yang paful.
Bertaqualal kepada Allal; dan kefohuilah Balra
Allak Maha Melihat apa yang kamn keefakan

Firman Allah Q5. al-Cashash (28] 26

- I A T A = S Y

— }__-\-'— ._,,': (15 !;:-L'___,.-'- ._'._,.J_I'LL LLLIJ_‘F'! Lt
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Himipnan Fatvea Chrioan Syaedalt Masioral AL
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i “HBalule seorang dard ket wanita thy herkang,
: Hai myahki! Ambillal g selagm pranlg sty
: It l:rr;i! (padu Keta), Kirena ses “’c"\'\" it arany
yang paliey latk ang kamu At wiluk Feker
ipada kite) adalel cramy yang k! o gt "
dipercaya ™ ‘L
4. Madis rivvavat lbn BAajady dari Mo Lo, &;'I'
babiwa Mabi bersabudal ’
- , st
thon 3 '.; e L s “:,"‘u‘]n'i Bi
"—_,-'{' i BB g ) L,-H i RS
“Herikanlah wpalt pekeria sebelien keripgatila
! kering.”
] ) . . W %
{ 5 Hadis riwayat "Ab%d ar-Razzaq dan Abu [
s v = a |
1 Hurairah dan Abu Sa’id al-Khuds:, Nabi |
i . s v, bersabda;
t F S I I
i o3l ol Ll 'I_,J—' ..3-1—»- L
i “Barang  sapa wiempekerjakan pekera,
: beritahubanlah vyl "
'.‘ 6 Vadis riwayat Abu Dhad dare Sa0d [bn A
! Wagqash, ia berkata
o

E a N i If-',
E_-__; __,_||- ,_..! ‘é.i _,_'JII L-IJ d.—"ﬂ-ﬁhl é,SJ |51
Jid ghe 05 063 A8 el ey
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“Kuami pernalt pemyens ren ki rmmfr i gan
ihayaran) hasil pertaniannya naka, Ras luliih

L amemi M R B R DA T 1

i metarang kami melakukan hal tersehud dan

i ; menrerintahkan RiTr i ||.'r!_n:_L_.'e’:en:ff.'.'.'r|fll,-':-!
' i desigan emas gt peok.”
]
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Hadis Mabi riwavat Tirmidas dar "Amre bin
: )

r'\Llf'

o ks - 'Il 'I RIS o) oo -'jl
PR Yyl ‘_'M__,._,._,II et e mdall
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1t Ll :...;,l: . _ % . _*_T_L,'JI; 'n_;lf L_'|.'1-'|
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s Pprdarmaian dapal didekukair di antars kauin
mislimin kecuall perdumdan yang mienglinran-
kan iy Falal atau inenphalalkar yarg harair;
dars ke st terikat dengan syaral-syeraf
piereka kecualy syarat pang mengharamyan yang
lalal atau menghalalkan yang haram.”

ljma wlama tentang kebolehan melakukan
arad sewa menyewa.

Eaidah figh:

_JL: },'I R :)'! :;L-‘;: l_'.:.“J.zL-_:._:' b ;L:.a[)“
b3

“Pisda dasarnya, s Dok nezalah Bolels

dilakukan kecuali ada dalil yanyg mengharam
kannya

:'L;c;il e PO g

“Blenghindarkan mafsadat (kerusaka, bty
haris didahplukan atas mendatatgkan kewia-
slahatan,”

sMemperhatikan @ Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Masional pada hari Kamis, tanggal 8 huharram
1421 H./ 13 Apeil 2000,

Himpanan Fatun: Desean Syarcal Maswral WL

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011
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Slenelapkan

Perlgna

Foedua

Py Falia Dzt Syari'al Rzl ML

Doy (anih 549

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEMBIAYA AT arall
Rukun dan Syarat arale

L. Sighat harsh, yaito ijah dan gabul berapa
pernvataan dari kedua belah paliak yang
borakad (herkontrak), balksecara verbal alay
dalam berduk lam

2. Pihak-pihak yvang beravad; rerdinn atas
pember sewa/ pembert asa dan penyewaf
PE‘HE‘;HUH:[ ]ﬁf’;ﬂ_

3 Obyek akad ljarah, yaitw:

a manfaat barang dan sewa atau
b manfaat jasa dan upah
Eetentuan Obyek farab

1 Ohbyek ijarah adalah manfaat dati
pUngEunaan barang dan/alau jasa

1. hianfaat barang atau jasa harus bisa
dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kantrak.

T Aanfaal barace atau jasa farus Vang
Peraiiat dibolehkan (tidak dibaramxan)

1, Kesangpupan momennahi manfaat haros
nyata dan sesuar dengan syari‘ah,

5 Manfaat barang atau jasa harus dikenals

secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah {ketidakjelasan}

yang akan mengakibatkan sengketa.

6, Spesifikasi maniaat harus dinvatakan
dengan jelas, termasuk jangka waktunyit.
Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
dentifikast fiak.

B s e e

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011
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(4] Pemiayiear faarah

7. Gewa atau wpah harus disepakati dalam
akad dan wasil dibayar oleh penyewa/
pangguia jasi kepada pemberi sewa/
pembert jasa (LKS) sebagai pembayaran
manfaat ataw jasa. Sesuatu yang dapat

dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli f
dapat pula dijadikan sewa atau upah r
dalam ljacah, ;
&, T'embayaran sewa altay upah boleh W
Lerbeitik jasa (manfaat lain) dari jenis fu
yangr sama dengan obyek kontrak.
9. Kelentaran {(flexibility) dalam
menentukan sewa atau upah dapat : % i
diwujudkan dalam ukuran waktu,
tempat dan jarak. |
Foctiga - Kewajiban LKS dan MNasabah dalam
Pembiayaan Tjarah
1. Kewajiban LKS sebaga pemberi mantaat
tarang atau jasa
o Menyediakan barang yang disewakan
atau jasa yang diberikan,
i b, Menanggung biaya pemeliharaan
!E- bharang.
:‘? o, Menjamin bila terdapal cacat pada |
i barang, vang disewakan. :
E,J 2. Kewajiban nasabah sebagal penerima
manfaat barang atau jasa ‘
a. Membayar sewa atau upah dan '
bertanggung jawab untuk menjaga |
keutuhan barang serta menggunakannya
cpsual akad (kontrak). |
. b, Menanggung biaya pemeliharaan barang |
yang sifatnyva ringan {Lidak materitl ).
Hieriprenae Fatwa Lieioar Syari'alt Wasigraal MUI
i
= e =
£
{ Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011
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lika barang vang disewa rusak, Puakan
Larena pelanggaran dart penggunaan
vang dibolehkan, juga bukan karena
kelalstan prhak penerima manfaat dalam
rergaganya, b tidak bertanggung jaowab
atas kerusakan tersebut,

4
bt [ita sataly =atu pihak tidak menunaikan E}
ke apiliiomya atan jika terjadi perselisihan di .,‘P
arilara para pibak, maka penyelesaiannya _
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah Fr
selelah tidak tercapai kesepakatan melalul '1
II'III‘:“.-'.['l\.'i-'E!'EIII..
| N -
Ditetapkan di Jakarta
Tanggal - 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

DEWAN SYARVAH NASIONAL
MATELIS DLAMA INDOMESEA

Eoetia, Sekipetarts,

T "-?.'&—__\_

o
4

Prof. KH, Ali Yafie Drs. HoA. MNarri Adlani

r—— R

Fivreins Fation Do Syad ol Masonar AL

Sistem penjaminan..., Indra wiguna, FHUI, 2011
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MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARTAH NASIONAL
NO: 19/ DSN-MUL/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

-
.“..-

pe i S

Dewan Syari‘ah Mastonal selelah:

Menimbang = a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
samping sebagai lembaga komersial, harus
dapat berperan sebagai lembaga sosial yang
dapat meningkatkan perekonomian secara
maksimal;

b. bahwa salah satu sarana peningkatan
perekonomian yang dapat dilakukan oleh
LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip
al-Qardh, vakni suatu akad pinjaman kepada
nasizbah dengan ketentuan bahwa nasabah
wajib  mengembalikan  dana  vang
diterimanya kepada LKS pada waktu yang
telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

1

bahwa agar akad tersebut sesuar dengan
syari’ah lslam, DSN memandang perlu
menetapkan fatwa tentang akad al-Uardh
untuk dijadikan pedoman cleh LKS.

Mengingal ; 1 Firman Allah SWT, antara lan

mi-Cika B ‘wh Mastonal ML

ISV R4
4

fertentiu, burtlah secarn for

Bagarah [2]: 282).

wang  berimarn! ftha kamm

walah Fdak secarq fural sampal oaktu

(5. al-

u..q _.__...“.-..Tn..-..
- ..n_..h.C_L Patal Ll .LL.__. _rT__..
“Hai orang yang beriman! Perulilah akad-arad
tla,, " {035, al-Ma'idah {3] 1),
- P -h.l . -~
d rm:nm..._.rr__._r. u.u1t.n1

r

||J-"*

,__.m... L_

“Diay jika ia (orang yanyg berutang ttu) dalam

heswiitan, bertlah  tanggulh sampal 1
herkelapangin, .." (Q5. al-Bagarah [2]: 280)

Hadis-hadis MNabi s.a.sw., antara lain:

., Indra wiguna, FHUI, 2011
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Jarna aht.
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“Perundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh
orang mampu menghalalan harga dirt dan
memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa'i,
Abu Daud, Tbn Majah, dan Ahmad).

- - i - ¥ El
i W s i- o @ - 92
(8l ol y ) slaat Aol R e |
“Orang yang terbaik di antara kamu adulch pr-
ang wang paling baik dalam pembayaran
utangnya” (HR. Bukhari).
Hadis Nabi riwayat Tirmida dari "Amr bin

tAuk

o # M & ¥ P *
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» Perdamatan dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang menghar-
antkan yang halal atauw menghalalkan yang
haram: don kaun muslimin ferikat dengan
syarat-syaraf mereka kecuali syarei yang
mengharamian yang halal atau menghalalkan

yang harant,

P—————— T

prang mampu adalam suatu werglimart., . [HER.

Mempe rhatikan :

Menetapkan

Pertama

Kadah hgh

P

R A

“Setiap utung plutang yang mendatangkan

narnfaat (baygi vang berpiutang, mugndh) adalakh

ilaa

i

Pendapal peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah

Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/
18 April 2001 M.

FATWA TENTANG AL-QARDH
Ketentuan Umum al-Qardh

1.

-4

fad

wfe

MEMUTUSKAN

ndra wiguna, FHUI, 2011

Al-Qarah adalah pinjaman vang diberikan™
kepada nasabah (mugtaridh) yang memer-¢
lukan.
Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan®
jamlah pokok vang diterima pada wakiu®

vane telah disepakati bersama. m

Biava administrasi dapat dibebankan kepadgl

nasabali,

aminan..

E

LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah
pilamana dipandang perlu.

Nasabah al-Qardh dapat memberikan
tambahan (sumbangan) dengan sukarela
Lepada LKS selama tidak diperjanjikan
dalam akad

lika nasabah tidak dapat mengembalikan
cebagian atau seluruh kewajibannya pada

Himpunan Feboa Daean Syariah Masional MU




Kedua

Ketiga

Keempat

¢, Lembaga lain atau

e LD S Lo e S e i el L e s
memastikan ketidakmampuannva, LKS
dapat:

a. memperpanjang fangka
pengembalian, atau

waltyu

t. menghapus (write off) sebagian atau
seluruh kewajibannya.

Sanksi

. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan
keinginan mengembalikan sebagian atau
seluruh kewajibannya dan bukan karena
ketidakmampuannya, LKS dapat menja-
tuhkan sanksi kepada nasabah.

a

Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah
sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa
—dan tidak terbatas pada~ penjualan
barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi,
nasabah  tetap  harus  memenuhi
kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber darn:

a, Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisitkan,; dan
individu  yang
mempercayakan penyaluran infagnya
kepada LKS,

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musvawarah.

AL

e T ITES PR e e T B SR S

Y Fatwa im Lerlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta
24 Muharram 1422 H
18 Apml "I M

Ditetapkan di
Pada tanggal

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

ketua,
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